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Tabloid Diplomasi dilengkapi kartu 
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Apabila ada pihak mencurigakan 

sehubungan dengan aktivitas 
kewartawanan Tabloid Diplomasi, 

segera hubungi redaksi.

Catatan Redaksi

(KTM) WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali, tang-
gal 7 Desember 2013. 

Kiranya penting untuk dicatat, KTM WTO 
ke-9 di Nusa Dua, Bali ini merupakan 
suatu terobosan untuk pertama kalinya 
dapat menghasilkan kesepakatan pen-
ting sejak terbentuknya WTO pada 1 Janu-
ari 1995 dan diluncurkannya Perundingan 
Putaran Doha pada tahun 2001. Lagi-lagi, 
keberhasilan ini telah melambungkan 
nama Indonesia di pentas dunia. Kebun-
tuan  perundingan WTO yang selama ini 
dihadapkan kepada besarnya jurang ke-
pentingan antara negara maju dan nega-
ra berkembang, setidaknya keberhasilan 
KTM ke-9 Bali setidaknya memberikan 
kembali harapan kepada negara-negara 
anggota WTO untuk melanjutkan pe-
rundingan mewujudkan perdagangan 
dunia yang adil dan menguntungkan se-
mua pihak.

Edisi kali ini juga akan mengangkat tema 
lain seputar acara puncak perayaan 40 
tahun kerja sama kemitraan ASEAN-
Jepang, dan persiapan Indonesia menjadi 
tuan rumah perhelatan internasional  6th 

Global Forum UNAOC di Bali pada  29 – 
30 Agustus 2014.

Selamat Membaca.

Pembaca Tabloid Dilomasi yang budiman,

Pertama-tama atas nama seluruh staf 
redaksi Tabloid Diplomasi, kami meng-
ucapkan Selamat Tahun Baru 2014, semoga 
kita semua akan senantiasa sukses dalam 
berkarya.

Memasuki tahun 2014, edisi bulan Januari 
Taloid Diplomasi akan memuat sambut-
an Menlu pada Pernyataan Pers  Tahunan 
Menteri Luar Negeri (PPTM) yang disam-
paikan pada tanggal 6 Januari 2014 yang 
lalu.  Hal ini adalah kiranya sangat penting, 
karena akan menjadi acuan bagi pelaksa-
naan diplomasi Indonesia sepanjang tahun 
2014. Arahan Menteri Luar Negeri ini juga 
sekaligus akan menjadi landasan bagi dip-
lomat Indonesia yang akan memperjuang-
kan kepentingan Indonesia di luar negeri.
   
Menarik untuk disimak, ditengah keberha-
silan ASEAN dalam mewujudkan kerjasama 
di kawasan, di bagian lain kita menyaksikan 
kawasan yang lebih luas justru menunjukan 
tanda-tanda yang sebaliknya (trust deficit). 
Inilah yang menjadi alasan, mengapa Men-
teri Luar Negeri menegaskan bahwa dip-
lomasi Indonesia dalam tahun 2014 akan 
diprioritaskan untuk mendukung terwujud-
nya  perdamaian dan keamanan kawasan. 
Kedua faktor ini, sejatinya akan menjadi  
prasyarat untuk tercapainya kemajuan 
ekonomi dan kemakmuran papar Menteri 
Luar Negeri. Untuk dapat  memahami lebih 
lanjut tentang hal ini, Reaksi Tabloid Diplo-
masi akan menyajikan  sambutan  Menteri 
Luar Negeri  pada PPTM tersebut tanggal 6 
Januari 2014 secara utuh.

Selain itu,  pada edisi ini redaksi juga akan 
mengangkat tema tentang suksesnya 
pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri 

Firdaus
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Kami memiliki keya-
kinan yang tak ter-
goyahkan menge-
nai kekuatan 
diplomasi: menge-

nai kemampuannya untuk mene-
mukan solusi terhadap berbagai 
permasalahan dan tantangan 
yang dihadapi masyarakat bangsa-
bangsa; mengenai kemampuannya 
untuk mencegah atau mengakhiri 
konflik dan perang, serta mencip-
takan perdamaian; dan mengenai 
kemampuannya untuk mewujud-
kan potensi yang dimiliki bangsa-
bangsa guna memajukan kepen-
tingan sosial dan ekonomi, serta 
mendorong pemajuan hak asasi 
manusia. 

Kami juga memiliki keyakinan 
yang teguh terhadap semangat 
pengabdian kepada negara, dan 
tentunya untuk umat manusia pada 
umumnya. Suatu upaya yang tiada 
henti – bahkan suatu tekad – untuk 
mencapai kebaikan bersama. 

Oleh karenanya, kami ingin 
memulai sambutan hari ini de-
ngan menyampaikan penghar-
gaan yang tulus kepada seluruh 
diplomat Indonesia di berbagai 
pelosok dunia: dari Afghanistan 
di benua Asia hingga Argentina 
di benua Amerika; dari Ukraina 
di benua Eropa hingga Uganda di 
benua Afrika, atas komitmen dan 
pengabdian mereka yang teguh 
terhadap bangsa. Bekerja dengan 
tekun dan memberikan kontribusi, 

seringkali jauh dari sorotan publik. 
Kami ingin meyakinkan para diplo-
mat Indonesia bahwa kinerja dan 
sumbangsihnya tidak diabaikan. 
Justru sebaliknya, kesemuanya itu 
sangat dihargai. 

Dilandasi semangat dimaksud, 
pernyataan awal tahun Kemente-
rian Luar Negeri kali ini akan me-
ngusung satu tema yang sifatnya 
cukup sederhana namun kiranya 
penuh makna. Yaitu, menempat-
kan diplomasi sebagai jawaban 
terhadap berbagai tantangan di 
hadapan kita bersama. Dan, ten-
tunya, menggunakan diplomasi 
untuk memanfaatkan berbagai 
peluang yang terbentang di ha-
dapan kita. 

Dalam kaitan ini, kami ber-
keyakinan bahwa tantangan yang 
paling mendasar di hadapan kita 
adalah pemeliharaan perdamaian 
dan keamanan di kawasan. Hal 
ini telah, dan akan terus menjadi, 
prioritas utama politik luar negeri 
Indonesia di tahun 2014. Karena, 
sesungguhnya, hal ini merupakan 
prasyarat bagi kelanjutan kema-
juan ekonomi dan kemakmuran 
kawasan. 

Kenyataan ini telah terbuk-
tikan dalam beberapa dekade 
terakhir. Namun kita tidak dapat 
lengah. Perdamaian merupakan 
sesuatu yang harus senantiasa di-
perjuangkan. Dan, kemakmuran 
merupakan sesuatu yang perlu te-
rus diraih. 

2014 akan terus ditujukan untuk 
mengatasi tiga bentuk tantangan 
utama yang menurut Indonesia di-
hadapi kawasan Asia Pasifik, yaitu: 
berkurangnya rasa saling percaya; 
sengketa wilayah; dan perubahan 
geo-politik dan geo-ekonomi. 

Pada intinya, untuk mengubah 
“trust deficit” menjadi “strategic 
trust”; Untuk mengesamping-
kan penggunaan atau ancaman 
penggunaan kekuatan dalam me-         
nyelesaikan sengketa wilayah; Dan 
untuk mencegah kembalinya pola 
pikir era Perang Dingin di kawas-
an- mencegah terjadinya jurang 
pemisah baru antar negara di ka-
wasan. 

Sebaliknya, sesuai dengan 
prinsip kebijakan politik luar ne-
geri “bebas aktif”, memajukan se-
buah kawasan yang ditandai oleh 
“keseimbangan dinamis (dynamic 
equilibrium)”. Suatu kondisi yang 
ditandai oleh tidak adanya suatu 

Upaya ini bukan sesuatu 
yang mudah. Karena kita saat 
ini menyaksikan berbagai gejala 
yang nampak saling bertentangan. 
Sebagai contoh, pada saat kawasan 
kita, Asia Tenggara, memasuki 
tahap akhir menuju Komunitas 
ASEAN 2015, kawasan yang lebih 
luas, yakni Asia Timur dan Asia 
Pasifik, justru menunjukkan tanda-
tanda peningkatan ketegangan 
dan ketidakpastian. 

Juga, pada saat perekonomian 
di kawasan semakin terjalin erat 
dan saling tergantung satu dengan 
lainnya, kita justru melihat tanda-
tanda semakin berkurangnya rasa 
saling percaya atau trust deficit. 

Dan, pada saat manfaat cara 
penyelesaian sengketa secara da-
mai jelas terlihat, justru, terdapat 
tanda-tanda pendekatan unilateral 
menjadi pilihan. 

Oleh karena itu, kebijakan poli-
tik luar negeri Indonesia pada tahun 
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ASEAN sesuai dengan Bali Concord 
III; dan keempat, perumusan apa 
yang dapat disebut sebagai Tujuan 
Pembangunan ASEAN (ASEAN De-
velopment Goals) yang melanjut-
kan capaian MDGs serta selaras 
dengan Sustainable Development 
Goals (SDGs) yang saat ini sedang 
dirumuskan di tingkat global. 

Singkatnya, sementara ma-
sih banyak pekerjaan yang mem-
bentang di hadapan kita untuk 
mewujudkan Komunitas ASEAN 
2015, kita juga perlu secara ber-
samaan memulai pembahasan 
yang sunguh-sungguh mengenai 
masa depan kita pasca 2015. Se-
perti selama ini, kebijakan politik 
luar negeri Indonesia pada tahun 
2014 akan berkontribusi secara 
aktif dalam membentuk arsitektur 
kawasan. 

Dalam hal pemeliharaan per-
damaian dan stabilitas di kawasan, 
apakah melalui ASEAN atau forum 
lainnya, diplomasi Indonesia tidak 
akan kenal henti. Perhatian perlu 
diberikan pada pengelolaan po-
tensi konflik di Laut China Selatan. 
Perkembangan positif akhir-akhir 
ini memberikan harapan. Tahun 
2013 yang lalu menyaksikan ke-
bangkitan peran penting diplomasi 
dengan tercapainya kesepakatan 
antara RRT dan ASEAN untuk me-
mulai konsultasi formal mengenai 
tata perilaku atau code of conduct 
di Laut China Selatan. 

Tidak diragukan, perundingan 
yang berat dihadapan kita. Namun, 
Indonesia yakin bahwa dengan 
kemauan politik yang kuat, suatu 
kemajuan dimungkinkan. Yaitu di-
capainya sebuah tata perilaku di 
Laut China Selatan yang menjadi 
“rules of the road” atau panduan 
yang bertujuan untuk membang-
kitkan rasa saling percaya, men-
cegah terjadinya insiden, dan, jika 
insiden tetap terjadi, agar dikelola 
sedemikian rupa sehingga tidak 
menjadi konflik terbuka. 

Sesungguhnya dalam hal ter-
tentu, pengalaman Asia Tenggara, 
apakah terkait pembangunan 
komunitas (community building) 
ataupun pencegahan konflik, re-
levan bagi kawasan Asia Timur 
dan Asia-Pasifik yang lebih luas. 
Misalnya, perkembangan setahun 
terakhir ini di Laut China Timur dan 
tentunya, ketegangan yang terus 
menerus di Semenanjung Korea, 
mengingatkan kita bahwa negara-
negara di Asia Timur juga mem-
butuhkan peningkatan rasa saling 
percaya, dan penyelesaian perseli-

sihan melalui cara-cara diplomatik 
yang damai. 

Oleh karena itulah, sepanjang 
tahun yang silam, Indonesia telah 
memulai pembicaraan dengan 
negara-negara kawasan mengenai 
sebuah kerangka kerja sama yang 
serupa dengan Treaty of Amity and 
Cooperation yang berlaku di ka-
wasan Asia Tenggara, namun kali 
ini kita peruntukkan bagi kawasan 
Asia-Pasifik secara lebih luas, atau 
kawasan Samudera Hindia dan 
Samudera Pasifik. 

Sebuah perjanjian yang mengi-
kat secara hukum di antara nega-
ra-negara di kawasan, yang dida-
sari oleh EAS “Bali Principles” for 
Mutually Beneficial Relations tahun 
2011. Suatu perjanjian mengenai 
pemajuan rasa saling percaya; 
penolakan penggunaan kekuatan, 
dan komitmen terhadap penyele-
saian sengketa secara damai; serta 
prinsip-prinsip keamanan dan ke-
makmuran bersama. 

Pada tahun 2014 ini, Indonesia 
akan melanjutkan upaya mendo-
rong pembahasan hal ini. Tentunya, 
tidak ada jaminan bahwa suatu ha-
sil dapat dicapai dalam waktu sing-
kat. Namun, berdiam diri bukan 
merupakan suatu pilihan. Berdiam 
diri akan berarti kawasan kita akan 
semakin dibayang-bayangi oleh 
ancaman konflik. Termasuk yang 
tidak disengaja sebagai akibat dari 
salah perhitungan. 

Singkatnya, sebagaimana ta-
hun yang lalu, pada tahun men-
datang, Indonesia akan terus 
memanfaatkan segala bentuk 
kemampuan diplomasinya untuk 
mencapai perdamaian dan kemak-
muran di kawasan. 

Bahkan, cara pandang seperti 
ini tidak hanya terbatas pada ka-
wasan Asia Pasifik. Sebagai suatu 
kekuatan kawasan dengan ke-
pentingan global, Indonesia akan     
senantiasa menyuarakan penggu-
naan diplomasi dalam menyikapi 
sengketa dan situasi konflik di ber-
bagai belahan dunia. 

Pada tahun 2013 yang lalu, kita 
telah menyaksikan betapa upaya 
diplomasi dapat membuahkan 
hasil yang nyata, seperti dalam 
penanganan isu senjata kimia di 
Suriah, dan juga perundingan 5+1 
dengan Republik Islam Iran. Pada 
tahun 2014 ini, Indonesia kembali 
akan mendorong penyelesaian 
diplomatik atas konflik di Suriah 
dan situasi konflik serupa lainnya, 
serta tentunya dalam mewujudkan 
hak-hak sah bangsa Palestina yang 

negara yang dominan, bukan mela-
lui “block-politics‟ yang cenderung 
menimbulkan ketidakstabilan baru, 
melainkan melalui hubungan antar 
negara yang saling menghormati 
berdasarkan prinsip-prinsip kea-
manan bersama dan kemakmuran 
bersama. Bahwa sesungguhnya, 
keamanan dan kemakmuran yang 
bersifat langgeng hanya dapat di-
raih jika dinikmati secara bersama 
oleh seluruh negara kawasan, dan 
bukan secara sepihak. 

Kesemuanya ini hanya akan 
dapat dicapai jika pertama dan            
utamanya, kita berhasil mewu-
judkan Komunitas ASEAN 2015. 
Mengingat bahwa suatu rasa ke-
bersamaan atau komunitas tidak 
dapat serta merta diciptakan me-
lalui pengukuhan suatu persetuju-
an atau kesepakatan, maka sangat 
penting untuk membangkitkan 
rasa kepemilikan dan partisipasi, 
bahkan relevansi ASEAN, di antara 

masyarakatnya. 
Dan, pada saat kita senantiasa 

diingatkan akan keterkaitan erat 
antara perkembangan di tingkat 
nasional dan kawasan, maka kita 
perlu memastikan agar kondisi 
yang kondusif bagi pencapaian 
Komunitas ASEAN dimajukan ti-
dak saja dalam hubungan antar 
negara ASEAN, melainkan juga di 
dalam masing-masing negara ang-
gota ASEAN. 

Bahkan, politik luar negeri In-
donesia dalam kerangka ASEAN 
kini menatap jauh pasca 2015. 
Yaitu melalui kontribusi aktif ter-
hadap pembahasan visi Komuni-
tas ASEAN pasca 2015. Bagi In-
donesia, visi pasca 2015 tersebut 
mencakup empat elemen utama, 
yakni: pertama, konsolidasi Komu-
nitas ASEAN; kedua, kontribusi 
nyata ASEAN bagi perdamaian 
dan kemakmuran kawasan yang 
lebih luas; ketiga, peran global 
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sudah terlalu lama tertunda. 
Terkait Palestina, tahun ini 

akan ditandai oleh penguatan du-
kungan Indonesia terhadap Pales-
tina antara lain melalui dukungan 
peningkatan kapasitas kelemba-
gaan Palestina. Dengan berakhir-
nya program pembangunan kapa-
sitas Palestina yang diupayakan 
melalui New Asia-Africa Strategic 
Partnership periode 2008 – 2013, 
maka akan diluncurkan tahap du-
kungan selanjutnya untuk periode 
2014-2019. 

Selain itu, dengan menjadi tuan 
rumah Conference on Cooperation 
among East Asian Countries for Pa-
lestinian Development (CEAPAD), 
Indonesia juga akan menggalang 
dukungan serupa dari negara-ne-
gara Asia Timur. 

Dalam bidang perlucutan sen-
jata, Indonesia bersama Hunga-
ria selaku Ketua Bersama upaya 
mendorong pemberlakuan Com-
prehensive Nuclear Test Ban Treaty 
(CTBT), akan terus memperjuang-
kan universalisasi Traktat dan pem-
berlakuannya secepat mungkin. 
Sebagai negara Annex 2, yang 
ratifikasinya dibutuhkan untuk 
memberlakukan Traktat tersebut, 
Indonesia telah meratifikasi Trak-
tat pada tahun 2012. Selanjutnya, 
Indonesia akan terus mendorong 
delapan negara Annex 2 lainnya 
untuk melakukan hal yang sama. 

Pendekatan diplomasi juga 
diterapkan dalam menghadapi 
keterkaitan yang erat antara ma-
salah politik keamanan di satu sisi, 

dengan masalah sosial ekonomi di 
sisi lain, serta keterkaitan antara 
masalah nasional, bilateral, regio-
nal dan global. 

Salah satu wujud nyata adalah 
dalam penerapan diplomasi eko-
nomi. Sebagai contoh, pada ta-
hun 2013, diplomasi Indonesia te-
lah memberikan kontribusi nyata 
terhadap agenda Pembangunan 
pasca 2015, melalui peran Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono, se-
bagai salah satu co-chairs dari UN 
High Level Panel of Eminent Per-
sons; melalui Keketuaan Indonesia 
pada APEC 2013; melalui Konfe-
rensi Tingkat Menteri WTO di Bali; 
melalui kontribusi pada Pertemuan 
Puncak G-20 di St. Petersburg 
serta forum multilateral ekonomi 
lainnya; dan tentunya, melalui 
upaya yang berkelanjutan untuk 
memperkuat hubungan ekonomi 
bilateral dengan berbagai negara 
sahabat. 

Juga, kebijakan politik luar ne-
geri Indonesia telah secara aktif 
mendekatkan hubungan antar ka-
wasan, termasuk antara Asia dan 
Eropa, misalnya melalui ASEM dan 
dalam kerangka hubungan ASEAN-
EU, dan juga antara Asia Timur 
dengan Amerika Latin, melalui 
pertemuan FEALAC dimana Indo-
nesia menjadi co-chair dan sekali-
gus tuan rumah pada tahun 2013. 

Politik luar negeri Indonesia 
juga telah mewujudkan tekadnya 
untuk meningkatkan kerja sama 
antar negara-negara di kawasan 
Samudera Hindia melalui IORA, 

serta negara-negara Pasifik Barat 
Daya baik melalui PIF, MSG mau-
pun peningkatan hubungan bila-
teral. 

Tentunya, tahun ini juga akan 
ditandai penguatan diplomasi eko-
nomi Indonesia – secara bilateral, 
regional, antar kawasan dan glo-
bal. Kesemuanya bertujuan untuk 
memastikan kontribusi diplomasi 
terhadap pembangunan pereko-
nomian nasional. 

Perkembangan sepanjang ta-
hun 2013 juga mengingatkan kita 
tentang adanya keterkaitan erat 
perkembangan masalah dalam 
negeri suatu negara dan situasi 
di kawasannya. Perkembangan 
situasi di kawasan Timur Tengah 
dan Afrika Utara, dan bagian lain 
dari benua Afrika, menjadi contoh 
nyata. Suatu contoh bagaimana 
perdamaian dan keamanan antar 
negara dapat terancam oleh per-
kembangan dalam negeri suatu 
negara. 

Politik luar negeri Indonesia 
pada tahun 2014 akan terus mem-
berikan tanggapan yang terukur 
terhadap realita tersebut. Yaitu 
realita bahwa masalah internal 
dan eksternal memiliki keterkaitan 
yang erat. 

Oleh karenanya, di kawasan 
kita, tahun ini akan ditandai oleh 
konsolidasi terus menerus Bali 
Democracy Forum, sebagai forum 
yang penting bagi negara-negara 
di Asia-Pasifik, bahkan kini di luar 
kawasan, untuk saling berbagi 
pengalaman tentang demokrasi. 

Demikian pula, kita akan terus 
memperkuat kelembagaan hak 
asasi manusia ASEAN, terutama 
melalui ASEAN Inter-Governmen-
tal Commission for Human Rights 
(AICHR). 

Relevan dan terkait dengan 
hal ini, pada bulan Agustus tahun 
ini, Indonesia akan menjadi tuan 
rumah pertemuan ke-6 dari Uni-
ted Nations Alliance of Civilizations 
(Aliansi Peradaban). Suatu kerja 
sama global yang mengedepankan 
nilai-nilai dialog dan kerukunan di 
antara berbagai peradaban dunia. 
Penyelenggaran Alliance of Civiliza-
tions yang pertama kali di kawasan 
Asia-Pasifik ini akan mengusung 
tema “Unity in Diversity”. 

Diplomasi juga akan dikede-
pankan dalam penanganan ber-
bagai isu yang penanganannya 
memerlukan kerja sama interna-
sional. Masalah seperti keamanan 
pangan, keamanan energi, keber-
lanjutan lingkungan dan bencana 
alam. Tantangan seperti kejahatan 
transnasional – apakah terorisme 
maupun perdagangan dan penye-
lundupan manusia. 

Keterkaitan antara masalah do-
mestik dan internasional juga tam-
pak jelas dalam penanganan isu 
perlindungan warga negara. Tahun 
yang silam menunjukkan semakin 
kompleks dan bervariasinya situasi 
yang memerlukan diberikannya 
perlindungan terhadap warga ne-
gara kita di luar negeri – mulai dari 
kondisi kerja hingga instabilitas 
politik, dan bencana alam. 

Pada tahun 2013 misalnya, ti-
dak kurang dari 40.236 warga ne-
gara Indonesia di luar negeri telah 
dilindungi kembali ke tanah air. Kita 
bertekad untuk terus memperkuat 
upaya perlindungan warga Indone-
sia di luar negeri dengan memfo-
kuskan diri pada tiga pendekatan 
yang saling terkait: pencegahan, 
deteksi dini dan perlindungan. 

Tahun mendatang, sebagai-
mana tahun lalu, tentunya akan 
dipenuhi berbagai tantangan dan 
ketidakpastian. Namun, politik luar 
negeri Indonesia menyongsong 
tahun ini dengan penuh harapan. 
Indonesia akan senantiasa me-
nempatkan diplomasi dan dialog 
sebagai pilihan utama dalam men-
gatasi berbagai tantangan. Dalam 
melindungi dan memajukan ke-
pentingan nasionalnya. Dan dalam 
melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.[]
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Profil diplomasi Indo-
nesia di kancah mul-
tilateral saat ini sudah 
lebih baik dibanding 
dulu. Oleh karena itu, 

perilaku orang Indonesia dalam 
pergaulan internasional pun harus 
mencerminkan meningkatnya pro-
fil tersebut. Sebagai negara de-
ngan profil politik luar negeri yang 
semakin meningkat, kita juga harus 
bertindak sesuai dengan status 
kita.

Modal yang dimiliki Indonesia, 
antara lain adalah status Indone-
sia sebagai negara berpenduduk 
Muslim terbesar yang dapat men-
erapkan demokrasi dan merangkul 
modernitas. Selain itu, performa 
ekonomi Indonesia juga meningkat 
dengan pesat, di mana saat ini Indo-
nesia  merupakan  negara    dengan 
perekonomian terbesar ke-16 di 
dunia, dan Indonesia merupakan 
satu-satunya negara ASEAN yang 
menjadi anggota G-20.

Dengan berbagai modal yang 
dimiliki, ditambah dengan prin-
sip bebas-aktif yang selalu dipe-
gang teguh, Indonesia memainkan 
peran sebagai bridge builder yang 
dapat menjembatani kepentingan 
negara-negara maju dan negara-
negara berkembang.  Hal ini antara 
lain nampak dengan keberhasilan 
pelaksanaan KTM WTO ke-9 di 
Bali baru-baru ini. Selain itu, modal 
yang juga penting bagi Indonesia 
adalah trust. Kita dipercaya baik 
oleh  negara-negara berkembang 
maupun negara-negara maju.

Berbagai isu multilateral yang 
saat ini tengah menjadi perhatian 
Indonesia dan dunia, adalah me-
ngenai reformasi Dewan Keaman-
an PBB, isu nuklir, terorisme, HAM, 
konflik internal di berbagai negara, 
perundingan perdagangan bebas 
di WTO, pembahasan agenda pem-
bangunan pasca-2015, dan lain-
lain.

ASEAN 2015, maka Perwakilan 
dari Direktorat Jenderal Kerja 
Sama ASEAN menyatakan bahwa 
bantuan rekan media untuk me-
ningkatkan people awareness dan 
pemahaman masyarakat menge-
nai Komunitas ASEAN 2015 akan 
sangat signifikan.

Bantuan media tentunya sa-
ngat diperlukan untuk dapat me-
nyiapkan masyarakat Indonesia, 
terutama persiapan aktor dan 
pelaku, dari UKM sampai sektor 
lain, untuk menghadapi ASEAN 
Community 2015.

“Informasi mengenai Komuni-
tas ASEAN 2015 adalah bagian dari 
CSR media, untuk mengedukasi 
publik agar publik dapat siap se-
dia”, tegas Dubes A.M. Fachir.

Acara yang dihadiri oleh ber-
bagai media yang biasa meliput 
kegiatan Kemlu serta berbagai 
Satuan Kerja yang ada di belakang 
layar dalam pelaksanaan misi Ke-
menterian Luar Negeri pada tahun 
2013 ini diselenggarakan sebagai 
bentuk ekspresi rasa syukur dan 
harapan baik atas peran dan par-
tisipasi rekan-rekan media terkait 
pelaksanaan kegiatan Kemlu seca-
ra keseluruhan pada tahun 2013.[] 

Dalam kesempatan 
acara Media Gathe-
ring yang diseleng-
garakan pada tang-
gal 23 Desember 

2013, di Hotel Borobudur, Jakarta, 
Direktur Jenderal Informasi dan 
Diplomasi Publik, Dubes A.M. 
Fachir mengatakan bahwa Media 
dan Kemlu RI mempunyai si-
nergi yang sangat bagus. Kemlu 
RI memerlukan Media untuk pu-
blic accountability dan menyebar-
luaskan informasi terkait kinerja 
Kemlu. 

Dalam sambutannya, Dubes 
A.M. Fachir menyampaikan hara-
pannya agar ke depan, dinamika 
kerjasama antara Kemlu RI dan 
Media dalam melaksanakan tugas 
dapat terus dilanjutkan. Menurut-
nya di tahun 2014 ini, akan terda-
pat dua event besar bagi Kemlu. 
Tahun 2014 adalah tahun politik, 
namun bukan berarti bahwa tugas 
diplomasi dan luar negeri berhenti, 

tukas Dubes A.M. Fachir.
Event pertama adalah Confe-

rence of East Asia for Palestine De-
velopment yang akan diselengga-
rakan pada awal bulan Maret 2014, 
yaitu konferensi negara Asia Timur 
yang bertujuan untuk membantu 
pembangunan Palestina. 

Event kedua, adalah Sixth Glo-
bal Forum United Nations Alliance 
of Civilization yang akan diseleng-
garakan pada tanggal 29-30 Agus-
tus di Bali. Event ini merupakana 
yang pertama kali dilaksanakan 
di Indonesia, dan sebelumnya te-
lah dilaksanakan di Turki, Spanyol, 
Brazil, Doha dan terakhir di Wina.

“Dukungan, partisipasi dan 
kontribusi rekan media sangat 
penting untuk dapat membantu 
pelaksanaan berbagai kegiatan 
Kemlu RI di tahun depan” tegas 
Dubes A.M. Fachir.

Dalam kesempatan tersebut, 
beberapa Satuan Kerja Kemlu juga 
menyampaikan ucapan terima ka-

sih dan apresiasi yang tinggi atas 
bantuan dan partisipasi rekan-re-
kan media dalam memperlihatkan 
upaya jelajah Afrika untuk kepen-
tingan Indonesia serta cakupan be-
rita dan informasi saat penyeleng-
garaan APEC sepanjang 2013 dan 
juga kegiatan FEALAC.

Sementara itu, Satuan Kerja 
Hukum dan Perjanjian Internasio-
nal menyampaikan akan menye-
lenggarakan acara launching untuk 
portal Hukum dan Perjanjian Inter-
nasional di awal tahun 2014.

Sedangkan Direktorat Jenderal 
Multilateral menjelaskan bahwa 
pada tahun 2014, mayoritas ke-
giatan yang akan dilakukan adalah 
berupa sidang di luar negeri se-
perti, World  Economic Forum 2014 
di Davos, Nuclear Security Summit, 
dan Sidang PBB di New York.

Terkait dengan ASEAN, dima-
na selama ini terkesan bahwa 
Indonesia belum siap dengan 
akan dilaksanakannya Komunitas 

Diplomasi Indonesia Memainkan 
Peran Sebagai Bridge Builder

Media dan Kemlu RI 
Bersinergi Dengan Baik

Duta Besar Hasan Kleib 
Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI
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semakin cepat, mudah, dan mu-
rah.

Dalam Perjanjian ini, negara 
berkembang dan negara kurang 
berkembang akan mendapatkan 
bantuan agar dapat melaksanakan 
komitmennya. OECD memper-
hitungkan bahwa penurunan 1% 
saja dari biaya atau ongkos tran-
saksi perdagangan dunia dapat 
menyumbang USD 40 miliar ke-
pada perekonomian dunia, dan 2/3 
dari benefit ini akan dinikmati oleh 
negara berkembang.

Bagi Indonesia, peningkatan 
fasilitasi perdagangan telah men-
jadi kebijakan nasional dalam satu 
dasawarsa ini. Pemangkasan bi-
aya-biaya di pelabuhan, penyeder-
hanaan prosedur dan perizinan, 
penerapan National Single Win-
dow, peningkatan transparansi, 
dan perbaikan fasilitas pelabuhan 
internasional merupakan beberapa 
contoh yang menunjukkan bahwa 
Perjanjian Fasilitasi Perdagangan 
yang dicapai di Bali sebetulnya se-
jalan dengan kebijakan Indonesia 
sendiri. Di lain pihak, perjanjian ini 
juga memberi harapan lebih besar 
bagi Indonesia untuk menembus 
pasar ekspor nontradisional se-
perti di Afrika, Amerika Latin, Asia 
Tengah dan Barat yang masih di-
warnai oleh biaya transaksi yang 
relatif tinggi.

Sementara itu, kesepakatan 
dalam Paket Bali yang menyang-
kut sektor pertanian dapat dika-
takan sebagai kemenangan ter-
sendiri bagi negara berkembang. 
Proposal G-33 menyangkut pem-
bentukan stok pangan dalam rang-
ka Ketahanan Pangan merupakan 
isu runding yang sangat sensitif 
namun dapat dicapai penanganan 
sementara sampai solusi perma-
nen selesai dirundingkan dalam 
empat tahun ke depan. Dengan 
kesepakatan di Bali, maka negara 
berkembang akan dibebaskan dari 
tuntutan disiplin apabila subsidi 
dari total output melampaui 10% 
sesuai batasan dalam Perjanjian 
Pertanian yang ada saat ini.
Keberatan utama negara ber-
kembang umumnya dan Kelom-
pok G-33 khususnya adalah bahwa 

Perhelatan KTM WTO 
ke-9 di Nusa Dua, 
Bali, telah berakhir 
pada tanggal 7 De-
sember 2013, dan ber-

bagai pihak, mulai dari pemerintah 
negara anggota hingga kalangan 
bisnis, akademisi, dan pemerhati 
perdagangan, pada umumnya me-
nyambut baik disepakatinya Paket 
Bali setelah melalui proses perun-
dingan yang cukup alot.

KTM WTO ke-9 di Nusa Dua, 
Bali ini merupakan ajang WTO 
yang pertama kalinya dapat men-
ghasilkan kesepakatan penting 
sejak terbentuknya WTO pada 1 
Januari 1995 dan diluncurkannya 
Perundingan Putaran Doha pada 
tahun 2001.

Selama ini, berbagai perun-
dingan dalam kerangka Doha De-
velopment Agenda (DDA) telah 
dilakukan untuk mengobati ber-
bagai kekurangan yang ditemukan 
pada perjanjian-perjanjian WTO 
yang diselesaikan melalui Perun-
dingan Putaran Uruguay tahun 
1986-1994. Dan setelah 19 tahun 
berjalan, semakin dirasakan bahwa 
perjanjian-perjanjian lama yang 
telah dihasilkan perlu disempurna-
kan, sementara perjanjian-perjan-
jian baru juga perlu dirundingkan 
kembali agar sejalan dengan ke-
majuan teknologi, aspirasi negara 
berkembang untuk menaiki ma-
tarantai nilai perdagangan dunia, 
tekanan jumlah penduduk yang 
meningkat, perubahan cuaca yang 
mempengaruhi produksi di sek-
tor pertanian, dan perkembangan 
lainnya yang tidak diantisipasi se-
belumnya.

Paket Bali yang berhasil di-
sepakati pada pelaksanaan KTM 
WTO ke-9 di Nusa Dua, Bali ini ha-
nya mewakili tidak lebih dari 10% 
isu yang diamanatkan dalam DDA. 
Secara keseluruhan, sebenarnya 
ada 19 isu DDA yang seharusnya 
diselesaikan pada tahun 2005 ber-
dasarkan pendekatan single under-
taking, yakni tidak ada kesepaka-
tan sampai semua disepakati.

Mengingat perundingan DDA 
terus mengalami kebuntuan, maka 
pada pelaksanaan KTM ke-9 ini 

negara-negara anggota sepakat 
untuk membatasi isu perundingan 
yang dikemas ke dalam suatu pa-
ket. Paket Bali memuat tiga ele-
men dari DDA, yaitu; Perjanjian 
Fasilitasi Perdagangan, beberapa 
isu di bawah perundingan sek-
tor pertanian (yaitu menyangkut 
penambahan “general services” 
yang dibebaskan dari ketentuan 
pembatasan subsidi, public stock-
holding for food security purposes, 
pengertian mengenai administrasi 
Tariff-Rate Quota dari Perjanjian 
Pertanian, dan persaingan eks-
por/subsidi ekspor), serta isu-isu 
pembangunan dan negara kurang 
berkembang (terdiri dari preferen-
si Ketentuan Asal Barang, opera-
sionalisasi kemudahan akses pasar 
jasa, akses pasar Duty Free, Quota 
Free/ DFQF, dan mekanisme moni-
toring penerapan S&D).

Kesembilanbelas isu dalam 
kerangka DDA adalah berupa; (1) 
pertanian yang terdiri dari tiga 
elemen yakni akses pasar, subsidi 
ekspor, dan dukungan domestik 
atau subsidi domestik; (2) jasa; (3) 
akses pasar untuk produk non-per-
tanian; (4) Trade-related Aspects of 
Intellectual property Rights (TRIPS); 
(5) hubungan antara perdagangan 
dan investasi; (6) hubungan antara 

perdagangan dan kebijakan per-
saingan; (7) transparansi dalam 
government procurement; (8) fasi-
litasi perdagangan; (9) ketentuan 
anti-dumping dan subsidi; (10) ke-
tentuan terkait perjanjian perda-
gangan regional; (11) pengertian 
atas penyelesaian sengketa; (12) 
perdagangan dan lingkungan; (13) 
e-commerce; (14) Small Economies; 
(15) perdagangan, hutang dan 
pembiayaan; (16) perdagangan dan 
alih teknologi; (17) kerjasama tek-
nis dan pengembangan kapasitas; 
(18) negara kurang berkembang; 
dan (19) Special and Differential 
Treatment (S&D). Isu lain yang juga 
dimandatkan dalam DDA adalah 
masalah implementasi perjanjian, 
sementara transparansi dalam go-
vernment procurement dikeluarkan 
dari DDA pada tahun 2004.

Perjanjian Fasilitasi Perda-
gangan merupakan penjanjian 
multilateral pertama yang dihasil-
kan oleh WTO sejak organisasi ini 
terbentuk. Melalui perjanjian ini, 
negara anggota berkomitmen un-
tuk melakukan penyederhanaan 
dan peningkatan transparansi ber-
bagai ketentuan yang mengatur 
ekspor, impor, dan barang dalam 
proses transit sehingga kegiatan 
perdagangan dunia dapat menjadi 
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Hasil Kesepakatan Bali 

WTO Yang Seimbang 
Dan Inklusif

setelah 19 tahun berjalan, semakin dirasakan bahwa perjanjian-
perjanjian lama yang telah dihasilkan perlu disempurnakan, 

sementara perjanjian-perjanjian baru juga perlu dirundingkan 
kembali agar sejalan dengan kemajuan teknologi, aspirasi 

negara berkembang untuk menaiki matarantai nilai 
perdagangan dunia, tekanan jumlah penduduk yang 

meningkat, perubahan cuaca yang mempengaruhi produksi 
di sektor pertanian, dan perkembangan lainnya yang tidak 

diantisipasi sebelumnya.
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Ne g a r a - n e g a r a 
anggota World 
Trade Organization 
(WTO) akhirnya 
mencapai kesepa-

katan di Bali dengan meluncurkan 
Paket Bali pada Konferensi Tingkat 
Menteri (KTM-WTO) ke-9, di Nusa 
Dua, Bali. Ini menandai bahwa se-
mua negara anggota WTO masih 
menaruh harapan besar kepada 
sistem perdagangan multilateral.

Setelah melalui proses dan 
konsultasi yang cukup intens se-
lama empat hari, para delegasi 
berhasil menyatukan suara untuk 
menghasilkan kesepakatan per-
tama dalam sejarah WTO. Ini juga 
merupakan pertama kalinya terca-
pai sebuah kesepakatan dalam Pu-
taran Doha. KTM-WTO ke-9 meru-
pakan peristiwa bersejarah yang 
akan membangkitkan kembali ke-
percayaan dunia terhadap sistem 
perdagangan multilateral.

Paket Bali merupakan upaya 
untuk mensukseskan Agenda 
Pembangunan Doha yang telah di-
mulai pada tahun 2001, dan hingga 
kini belum selesai. Dengan kesepa-
katan Paket Bali ini, para negara 
anggota WTO akan lebih yakin un-
tuk dapat menyelesaikan Putaran 
Doha ke depannya.

Paket Bali fokus pada sepuluh 

Paket Bali merupakan lang-
kah besar yang positif bagi sistem 
perdagangan multilateral, yang 
belakangan ini mulai terkikis oleh 
inisiatif kerjasama bilateral dan 
regional yang dilakukan negara-
negara. Jadi meskipun menganut 
prinsip single undertaking dimana 
suatu keputusan harus disepakati 
oleh seluruh anggota, tanpa ter-
kecuali, tetapi WTO terbukti dapat 
mencapai konsensus.[]

poin pembahasan yang meliputi 
isu fasilitasi perdagangan, gene-
ral services untuk pertanian, pu-
blic stockholding untuk ketahanan 
pangan, Tariff Rate Quota untuk 
produk pertanian, persaingan eks-
por, perdagangan kapas, ketentu-
an asal barang, perlakuan khusus 
terhadap penyedia jasa dari nega-
ra kurang berkembang, Duty-Free 
and Quota-Free (DFQF) untuk ne-
gara kurang berkembang, dan me-
kanisme pengawasan Special and 

Differential Treatment terhadap ne-
gara kurang berkembang.

Masyarakat dunia tentunya 
akan mendapatkan manfaat dari 
paket ini, yaitu mulai dari komu-
nitas bisnis, para pencari kerja, 
masyarakat miskin, mereka yang 
bergantung pada skema ketaha-
nan pangan, petani negara ber-
kembang, petani kapas negara 
berkembang, dan perekonomian 
negara kurang berkembang secara 
keseleruhan.

subsidi yang diberikan saat ini ha-
rus diperhitungkan berdasarkan 
harga rata-rata tahun 1986-1988 
yang tidak memperhitungkan ke-
naikan biaya transportasi, biaya 
produksi, inflasi, dan lainnya. Se-
bagai perbandingan, harga beras 
rata-rata dunia tahun 1986-1988 
adalah Rp 390 per kilogram, dan 
saat ini berada di kisaran Rp 6.700-
an per kilogram. Bila Pemerintah 
saat ini membeli dari petani deng-
an harga Rp 6.500 misalnya, maka 
berdasarkan Perjanjian Pertanian 
yang ada maka subsidi harga yang 
diberikan oleh Pemerintah menca-
pai Rp 6.110. Dengan perhitung-

an seperti itu, ditambah subsidi 
untuk pupuk dan lainnya, maka 
Indonesia mencatatkan pembe-
rian domestic support sebesar 8,3% 
pada tahun 2009 dan 7,9% pada 
tahun 2012. Ini tidak jauh dari 
threshold 10% sesuai perjanjian, 
tetapi juga sangat tidak realistis. 
       Kesepakatan WTO di Bali terkait 
sektor pertanian masih bersifat se-
mentara, namun dalam masa inte-
rim solution selama empat tahun, 
negara anggota akan merunding-
kan solusi permanen atas proposal 
G-33. Perundingan ini tidak dapat 
dilepaskan dari dua elemen lain dari 
Perjanjian Pertanian, yakni akses 

pasar dan subsidi ekspor atau ex-
port competition. Dengan demikian 
maka kesepakatan di Bali telah 
membuat Indonesia dan negara 
berkembang lainnya semakin me-
miliki peluang untuk meningkatkan 
tingkat subsidi sambil merunding-
kan solusi permanen yang akan 
menuntut penyempurnaan Per-
janjian Pertanian secara signifikan. 
   Perhelatan yang dihadiri oleh 
wakil dari lebih 170 negara, ber-
bagai LSM, dan kalangan bisnis 
ini telah berakhir tanpa adanya 
demonstrasi besar seperti terjadi 
di Seattle tahun 1999, Cancun ta-
hun 2003, atau Hong Kong tahun 

2005. Indonesia bersama negara 
berkembang anggota WTO telah 
menyampaikan pesannya dengan 
sangat jelas: bila DDA akan dise-
lesaikan, ia harus bertumpu pada 
isu pembangunan. Negara maju 
mulai memahami hal ini, karena 
bila negara berkembang semakin 
terpuruk maka negara maju juga 
akan menghadapi konsekuensinya. 
Pesan yang dapat dipetik dari KTM 
WTO ke-9 di Bali adalah sebuah 
WTO yang seimbang dan inklusif. 
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pAKET BALI MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN 
DUNIA PADA PERDAGANGAN MULTILATERAL

Indonesia Berkepentingan Agar Sistem 
Perdagangan Multilateral Dapat Terus Ditegakkan

masih tertinggal di bawah agen-
da WTO, termasuk penyelesaian 
Putaran Doha dan pentingnya 
membangun sistem perdagangan 
multilateral yang kuat, yang dapat 
mendorong pertumbuhan ekono-
mi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam pertemuan terdapat 
permasalahan yang masih muncul 
terkait adanya kecenderungan dari 
negara-negara untuk melakukan 
proteksi perdagangan. Namun hal 
tersebut dapat dicegah dengan 
menjaga prinsip perdagangan 
yang adil (fair trade).

Beberapa negara yang mewa-
kili negara maju menyatakan du-
kungannya terhadap agenda yang 

diusung Indonesia. Mereka menilai 
KTM ke-9 di Bali telsh mencapai 
hasil yang konkrit, terutama dalam 
hal fasilitasi perdagangan yang di-
harapkan dapat mengurangi peng-
angguran.

Sementara itu, negara-negara 
berkembang dan kurang ber-
kembang (developing countries 
dan LDCs) melihat bahwa fasilitasi 
perdagangan dapat dikembangkan 
bersamaan dengan pengembangan 
kapasitas (capacity building) yang 
sangat dibutuhkan guna memper-
lancar perdagangan di negara- ne-
gara berkembang dan kurang ber-
kembang tersebut.[]

Pertemuan Konferensi 
Tingkat Menteri ke-9 
World Trade Organi-
zation (WTO) yang 
d i s e l e n g g a r a k a n 

di Bali pada 3-6 Desember 2013,  
membuahkan hasil kesepakatan 
yang dapat mengembalikan ke-
percayaan dunia terhadap sistem 
perdagangan multilateral.

Indonesia mengusung seti-
daknya dua agenda pada KTM 
ke-9 di Bali, yaitu fasilitasi perda-
gangan dan paket untuk negara-
negara kurang berkembang (Least 
Developed Countries’s Package).

Ini menjadi batu loncatan da-
lam menyelesaikan isu-isu yang 

Gita Wirjawan 
Menteri Perdagangan RI

urusan proposal G33. Ini nanti ha-
rus balance.

Yang harus dipahami oleh ke-
dua pihak yakni bagaimana ne-
gara maju memiliki kepercayaan 
dengan komitmen yang ditawar-
kan negara berkembang. Seba-
liknya, negara maju harus mendu-
kung butir-butir kesepakatan yang 
ditawarkan negara berkembang 
terkait fasilitasi perdagangan, per-
tanian, dan paket untuk negara-
negara kurang berkembang (Least 
Developed Countries/LDCs).

Ini harus datang dari dua pihak, 
negara maju harus low ambition 
sedangkan negara berkembang 
menaikkan komitmennya, titik 
temunya disitu. Meski begitu, kita  
akan tetap berpegang teguh un-
tuk memperjuangkannya propo-
sal agriculture G33. Adapun pada 
proposal ini negara berkembang 
mengajukan poin terkait public 
stockholding for food security. Di 
mana dalam rangka membantu 
petani miskin dan meningkatkan 
ketahanan pangan nasional pem-
berian subsidinya boleh tidak ter-
batas.

Indonesia berkepentingan 
agar sistem perdagangan multila-

teral dapat terus ditegakkan dan 
diperkuat. Di bawah sistem WTO 
ini, negara berkembang dan ne-
gara kurang berkembang (Least 
Developed Countries/LDCs) me-
miliki hak yang sama dengan ne-
gara maju. 

Mekanisme penyelesaian 
sengketa di WTO merupakan 
salah satu contoh bahwa negara 
anggota sekecil apapun dapat 
menuntut negara besar bila di-
anggap melanggar komitmen-
nya di WTO.

Target utama di Bali adalah 
sebuah paket kesepakatan yang 
terdiri dari isu trade facilitation, 
elemen dari pertanian dan ma-
salah pembangunan yang me-
skipun kecil namun mencermin-
kan keseimbangan kepentingan 
antara negara maju, negara ber-
kembang dan LDCs.

Paket Bali harus kredibel, 
mampu mengembalikan keper-
cayaan terhadap sistem perda-
gangan multilateral di bawah 
naungan WTO, sehingga tum-
buh kemauan politik yang kuat 
untuk menyelesaikan Perun-
dingan Doha setelah KTM di Bali. 

Indonesia akan mengu-
tamakan keberimbangan 
pada konferensi tingkat 
menteri World Trade Or-
ganization (WTO) di Bali. 

Tidak ada trade facilitation (TF) ke 
Bali kalau tidak ada Agriculture. 
Saya tidak akan katakan kita ha-
nya pentingkan TF saja tapi juga 

Iman Pambagyo 
Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) 

Kementerian Perdagangan RI
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Roberto Azevêdo 
Direktur Jenderal WTO 

Ketegangan ekonomi pada 
beberapa tahun terakhir telah di-
ragukan berkontribusi pada kesu-
litan yang kita alami dalam forum 
negosiasi. Putaran Doha, yang 
diluncurkan pada 2001, telah me-
nemui kebuntuan sejak awal krisis. 
Kebuntuan yang dihasilkan telah 
menjadi sumber frustrasi para ne-
gosiator perdagangan dan telah 
menyebabkan beberapa pemerin-
tahan untuk mencari jalan lain 
guna membuka perdagangan dan 
mengembangkan regulasi baru.

Tetapi tahun ini hal itu telah 
berubah. Anggota WTO telah 
mengidentifikasi beberapa kawa-
san penting dari Putaran Doha, 
dimana kesepakatan sudah berada 
dalam jangkauan. Ini hanya seba-

gian kecil dari paket Doha secara 
keseluruhan, namun kesepakatan 
mengenai masalah ini akan mem-
berikan kesempatan untuk mem-
bantu membuka pemblokiran area 
lain melalui negosiasi. Hal ini juga 
akan memberikan keyakinan yang 
sangat dibutuhkan negosiator ba-
hwa kita masih dapat mencapai 
hasil negosiasi multilateral jika ada 
kemauan politik.

Kesepakatan di Bali mengenai 
langkah-langkah “fasilitasi per-
dagangan“ untuk merampingkan 
prosedur kepabeanan secara glo-
bal, pada beberapa isu-isu per-
tanian dan bidang-bidang yang 
penting - terutama bagi negara-
negara berkembang - akan mem-
bawa keuntungan ekonomi dan 

Saat saya memulai tu-
gas sebagai Direktur 
Jenderal, WTO dan 
sistem perdagangan 
multilateral berada 

di persimpangan yang sangat 
penting. Pilihan yang dibuat oleh 
159 anggota WTO akan menen-
tukan jalan yang kita ambil untuk 
berangkat bersama-sama guna 
memperkuat dan mendukung sis-
tem perdagangan multilateral.

Konferensi Tingkat Menteri 
ke-9 WTO, yang diselenggarakan 
di Bali pada tanggal 3-6 Desember 
2013, merupakan prioritas utama 
kami. Sebuah pertemuan yang 
sukses dan akan memberikan tem-
bakan yang sangat dibutuhkan un-
tuk ekonomi global dan WTO.

Sistem perdagangan multila-
teral, yang diwujudkan oleh WTO, 
telah menjadi dasar perdagangan 
dunia yang non-diskriminatif, in-
klusif, transparan dan dapat dipre-
diksi sejak pembentukannya pada 
1948. Sejak itu perdagangan global 
telah tumbuh dari 59 milyar dolar 
menjadi lebih dari 18 triliun dolar, 
pendapatan global meningkat, 
dan banyak negara telah mendaki 
tangga pembangunan serta ratu-
san juta orang telah terangkat dari 
kemiskinan. Perdagangan yang di-
dukung oleh sistem perdagangan 
multilateral, telah menjadi kekua-
tan yang besar untuk pertumbu-
han dan perkembangan.

WTO dan sistem perdagangan 
multilateral adalah merupakan hal 
penting saat ini. Kita hanya perlu 
memeriksa ketahanan sistem ini 
selama krisis ekonomi di Asia pada 
akhir 1990-an dan krisis global 
yang melanda pada 2008. Dalam 
menghadapi tekanan proteksio-
nisme, sebagian besar pasar telah 
terbuka dan perdagangan terus 
tumbuh, meskipun dengan tingkat 
yang lebih lambat dibandingkan 
beberapa dekade terakhir.

perkembangan yang signifikan, 
dan akan memiliki konsekuensi sis-
temik positif yang mendalam.

Tentu saja ada prioritas pen-
ting lainnya di Organisasi  yang 
harus dikejar. Bali adalah sebuah 
fokus langsung, tetapi penting un-
tuk tidak melupakan luasnya pe-
kerjaan rutin yang terjadi di komite 
serta di berbagai kawasan, seperti 
penyelesaian sengketa, aksesi, 
pengembangan dan pemantauan 
serta peninjauan kebijakan perda-
gangan.

Terlepas dari hasil di Bali, WTO 
dan anggotanya akan menghadapi 
pertanyaan yang tak terelakkan : 
“Apa berikutnya“ Tapi yang jelas 
bagi semua adalah bahwa pili-
han yang tersedia akan jauh lebih 
kaya dan lebih beragam dalam 
hal berhasilnya negosiasi di Bali. 
    Pemerintah tentunya memiliki 
opsi negosiasi perdagangan regio-
nal atau bilateral. Tapi saya be-
lum pernah mendengar seorang 
negosiator perdagangan dari ne-
gara manapun yang mengatakan          
bahwa pilihan itu adalah lebih baik 
dibanding kesepakatan global 
melalui WTO. Sebuah kesepakatan 
global akan mencakup lebih banyak 
negara dan segmen serta lebih 
dari kegiatan ekonomi daripada 
yang mungkin bisa diberikan dari 
kesepakatan regional. Tetapi jika 
kita ingin membantu membangun 
jalan multilateral ke depan, ke-159 
anggota WTO harus bekerja sama 
untuk mendapatkan hasil di Bali.

Saya percaya bahwa kesepaka-
tan dapat dicapai meskipun waktu 
yang kita miliki cukup singkat. 
Saya akan melakukan semua yang 
bisa dilakukan untuk melihat terca-
painya kesepakatan. Tetapi tidak 
ada yang bisa menjamin bahwa hal 
itu sebagai hal yang pasti, banyak 
pekerjaan dan komitmen yang di-
perlukan jika kita ingin berhasil.[]

FOKUS   utama
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langkah yang memiliki potensi un-
tuk membatasi perdagangan. Se-
banyak 116 tindakan pembatasan 
perdagangan baru telah diidenti-
fikasi sejak laporan WTO lalu, naik 
dari 109 langkah-langkah yang 
tercatat pada periode tujuh bu-
lan sebelumnya. Terutama adalah 
tindakan pemulihan perdagangan 
yang baru, khususnya inisiasi pe-
nyelidikan anti-dumping, kenaikan 
tarif dan prosedur kepabeanan 
yang lebih ketat. Langkah-langkah 
baru ini mempengaruhi sekitar 1,1 
% dari impor barang G-20 atau se-
tara dengan 0,9 % dari impor ba-
rang dunia.

Perdagangan yang meng-
hambat atau mengganggu efek 
dari tindakan behind-the-border, 
seperti subsidi, kegiatan penga-
daan barang publik dan jasa serta 
regulasi, lebih sulit untuk diukur. 
Ini lebih variatif dibandingkan 
tindakan perbatasan, efeknya ter-
hadap perdagangan biasanya tidak  
langsung, dan lebih sulit untuk di-
pantau, terutama yang diterapkan 
pada tingkat sub-federal dimana 
implementasinya melibatkan dis-
kresi administratif. 

Semua langkah-langkah terse-
but dapat mempengaruhi perda-
gangan, tetapi untuk tujuan dari 
Laporan ini, pertanyaan kuncinya 
adalah apakah mereka digunakan 
secara sengaja untuk membatasi 
atau mengubah akses ke pasar do-
mestik. Dalam kasus regulasi TBT 
dan SPS baru, dimana datanya 
lebih tersedia, 2-3 % dari ribuan 
data yang dilaporkan setiap tahun-
nya ke WTO diambil oleh Anggota 
pengawasan yang lebih ketat atas 
dasar semakin meningkatnya ke-
khawatiran terhadap perdagangan 
tertentu serta proporsi yang belum 
berubah secara signifikan selama 
enam tahun terakhir.

Transparansi yang lebih baik 
dan bukti yang lebih banyak sa- 
ngat diperlukan untuk mengeva-
luasi dampak dari tindakan perda-
gangan behind-the-border.[]

Tindakan pembata-
san perdagangan 
terus meningkat dan 
semakin memper-
lambat arus perda-

gangan sehingga pertumbuhan 
perdagangan dunia pada tahun 
2013 menjadi lebih lambat dari 
yang diharapkan.

Pertumbuhan ekonomi global 
juga masih lambat dan tidak me-
rata, hal ini tidak hanya terjadi di 
negara-negara maju tetapi juga di 
negara-negara emerging market 
utama. Kurangnya langkah-lang-
kah yang dilakukan telah semakin 
membebani arus perdagangan 
dunia. Pertumbuhan perdagangan 
tahun ini diperkirakan hanya me-
ningkat sedikit dari tahun 2012, 
meskipun prospeknya membaik 
namun untuk tahun depan diperki-
rakan masih di bawah pola historis-
nya. Volume perdagangan barang 
dunia diperkirakan akan tumbuh 
sebesar 2,5 % pada 2013 dan 4,5 % 
pada 2014.

Beberapa anggota G-20 sudah 
mengambil langkah-langkah un-
tuk memfasilitasi perdagangan, 
meskipun jumlahnya lebih sedikit 
dibanding periode sebelumnya. 
Sekitar 33 % dari berbagai langkah 
yang dilakukan dapat dianggap 
sebagai fasilitasi perdagangan, 
dibandingkan dengan 40%  pada 
saat laporan monitoring perda-
gangan sebelumnya. Langkah-
langkah fasilitasi tersebut teru-
tama dalam bentuk pemulihan 
perdagangan dan penurunan tarif. 
Langkah-langkah ini mencakup se-
kitar 0,8 % impor barang G-20 dan 
0,6 % impor dunia.

Akumulasi dari pembatasan 
perdagangan terus berlanjut, dan 
ini lebih merupakan hasil dari lang-
kah-langkah yang diambil selama 
periode terbaru. Kali ini tingkat 
penghapusan pembatasan yang 
diberlakukan sejak terjadinya krisis 
global sedikit lebih tinggi dari pada 
periode sebelumnya. Sekitar 20 % 
dari total jumlah langkah pemba-

tasan perdagangan yang diambil 
sejak Oktober 2008, sejauh ini telah 
dieliminasi. Sedangkan pada lapo-
ran sebelumnya (Juni 2013) jumlah 
langkah pembatasan perdagangan 
yang diambil sebanyak 19 %.

Semua tindakan pembatasan 
impor yang diterapkan sejak Ok-
tober 2008, termasuk yang dila-
porkan telah dihentikan hingga 
pertengahan November 2013, di-
perkirakan mencakup sekitar 3,9 % 
dari impor perdagangan dunia, dan 
sekitar 5 % dari impor G-20.

Dalam hal ini, ekonomi G-20 
harus menunjukkan kepemimpi-
nan dalam menghidupkan kem-
bali sistem perdagangan multi-
lateral. Kepemimpinan ekonomi 
G-20 yang kuat sangat penting 
bagi dunia, khususnya untuk dapat 
bergerak maju pada momentum 
positif yang dihasilkan dari dia-
dopsinya Bali Package. Keberha-
silan Ministerial Conference ke-9 
WTO bukanlah akhir dari sebuah 
jalan, melainkan awal dari proses 
menuju kesimpulan Putaran Doha. 
Sistem perdagangan multilateral 

harus diperkuat untuk membantu 
agar liberalisasi perdagangan glo-
bal terus berlanjut dan agar aturan 
perdagangan yang mencerminkan 
isu-isu abad ke-21 terus diperba-
rui.

Sistem perdagangan multila-
teral tetap merupakan pertahanan 
terbaik terhadap proteksionisme, 
dan kekuatan terkuat untuk per-
tumbuhan ekonomi, pemulihan 
yang berkelanjutan dan pembangu-
nan. Sistem ini telah membuktikan 
fungsinya sebagai polis asuransi 
terhadap kecenderungan proteksi-
onis, dimana tekanan proteksionis 
tetap terikat dalam konteks pemu-
lihan ekonomi yang lambat  dan ti-
dak merata serta tingkat pengang-
guran yang terus-menerus tinggi. 
Pada periode ini, semua itu lebih 
penting untuk menempatkan dan 
menyoroti perdagangan sebagai 
sumber pertumbuhan, penciptaan 
lapangan kerja dan pembangunan.

Dalam enam bulan terakhir, 
sebagian besar ekonomi G-20 te-
lah menempatkan pembatasan 
perdagangan baru atau langkah-

Ekonomi G-20 Harus 
Menunjukkan Kepemimpinan Dan 
Menghidupkan Perdagangan 
Multilateral

Kepemimpinan ekonomi G-20 yang kuat sangat 
penting bagi dunia, khususnya untuk dapat bergerak 

maju pada momentum positif yang dihasilkan dari 
diadopsinya Bali Package.



15 JANUARI - 14  FEBRUARI 2014 No. 72 Tahun VII FOKUS  
Diplomasi

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

13

Seminar juga menghadirkan 
para pembicara dari LIPI dan 
PSPD dengan topik-topik dip-
lomasi ekonomi seperti babak 
baru peran Indonesia pasca KTM 
ke-9 WTO, serta keterkaitan UN-
CTAD, MDGs, dan perdagangan 
internasional. 

Dalam seminar tersebut, 
seluruh pembicara sepakat 
bahwa Indonesia perlu bersiap 
menyongsong abad baru pem-
bahasan isu perdagangan 
dan pembangunan di fo-rum 
multilateral setelah disepa-
katinya Paket Bali di KTM WTO 
dan dengan peringatan ke-50 
tahun UNCTAD.

UNCTAD dipandang akan 
menempatkan isu-isu perda-
gangan di pusat perdebatan 
isu pembangunan dan menjadi 
agenda utama pembangunan 
ekonomi. (Sumber: Dit. PPIH)

United Nations 
Conference on 
Trade and Deve-
lopment (UNC-
TAD) akan me-

masuki usianya yang ke-50 di 
tahun 2014. Di usianya yang ke-
50, UNCTAD diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang 
kritis, konstruktif, dan kompre-
hensif dalam evaluasi terhadap 
sistem perdagangan multila-
teral, serta masukan terhadap 
pencapaian tujuan pembangu-
nan milenium.

Terlebih lagi saat ini guliran 
proses perundingan di World 
Trade Organization (WTO) me-
masuki tahapan negosiasi la-
njutan pasca Konferensi Tingkat 
Menteri (KTM) Ke-9.

Menangkap momentum ter-
sebut, Direktorat Perdagangan, 
Perindustrian, Investasi, dan HKI 

(PPIH) bekerjasama dengan Pusat 
Studi Perdagangan Dunia (PSPD) 
– Universitas Gadjah Mada telah 
menyelenggarakan Seminar Siner-
gi Peranan UNCTAD dalam Perun-
dingan WTO dan Upaya Pencapai-
an Target Millenium Development 
Goals (MDGs) di Yogyakarta pada 
tanggal 12-13 Desember 2013.

Kegiatan yang dihadiri oleh 
sekitar 60 orang peserta dari ka-
langan kementerian/lembaga ter-
kait, akademisi, serta pengusaha, 
bertujuan untuk menjaring pan-
dangan dan masukan dari para 
pemangku kepentingan terhadap 
penyelenggaraan diplomasi eko-
nomi dalam kerangka UNCTAD, 
WTO dan post-MDGs 2015.

Dalam sambutannya, Direktur 
Jenderal Multilateral, Dubes Hasan 
Kleib, antara lain menyampaikan 
bahwa postur ekonomi Indonesia 
merupakan modal kuat bagi mesin 

diplomasi ekonomi luar negeri. Le-
bih lanjut Dubes Hasan Kleib me-
ngatakan bahwa Indonesia dapat 
bangkit dengan diplomasi ekono-
mi yang kuat, yang akan semakin 
membawa kemakmuran, dan ke-
sejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Seminar menghadirkan pembi-
cara dari lintas kementerian, lem-
baga think tank, dan akademisi, 
dimaksudkan sebagai wahana dia-
log agar diplomasi dapat sejalan 
dan bersinergi dengan kepenting-
an nasional di bawah topik-topik 
hangat seputar isu perdagangan 
dan pembangunan di forum mul-
tilateral.

Pembicara dari lintas kemen-
terian antara lain menyampaikan 
paparan mengenai hasil-hasil KTM 
WTO ke-9 dan kepentingan Indo-
nesia, UNCTAD untuk Reformasi 
Sistem Perdagangan dan dalam 
Agenda Pembangunan Global.

Indonesia Siap Menyongsong 
Pembahasan Isu Perdagangan Dan 

Pembangunan Di Forum Multilateral

Jepang Turut Memuluskan Paket Bali
ASEAN-Japan Comprehensive Eco-
nomic Partnership (AJCEP) ke 
depan. 

Indonesia dan Jepang sepakat 
untuk terus memantapkan dan 
meningkatkan perdagangan kedua 
negara serta segera menyelesai-
kan isu utama perdagangan kedua 
negata. baik dalam kebijakan tarif 
maupun non tarif yang dilakukan 
kedua negara secara konstruktif 
dan berdasarkan prinsip kepen-
tingan kedua belah pihak. 

Total perdagangan Indonesia-
Jepang pada akhir tahun 2012 
mencapai nilai USD 52,9 miliar, 
yang terdiri dari ekspor senilai USD 
30,1 miliar dan impor sebesar USD 
22,8 miliar. Pada periode Januari- 
Oktober 2013, perdagangan kedua 
negara mencapai USD 38,8 miliar 
atau menurun sebesar 13,5% di-
bandingkan dengan periode yang 

sama tahun 2012 senilai USD 
44,9 miliar. 

Rata-rata pertumbuhan per-
dagangan Indonesia-Jepang da-
lam lima tahun terakhir sebesar 
11,03%. Sementara itu, nilai in-
vestasi Jepang di Indonesia pada 
tahun 2012 tercatat mencapai 
USD 2,4 miliar dengan total 
proyek 405.

Komoditas ekspor utama In-
donesia ke Jepang meliputi gas 
petroleum, minyak petroleum, 
batubara, karet alam dan tem-
baga. Sementara komoditas 
impor utama Indonesia dari Je-
pang meliputi rangka kendaraan 
bermotor, suku cadang aksesoris 
kendaraan bermotor, buldoser, 
kendaraan bermotor untuk ang-
kutan barang, dan suku cadang 
khusus mesin-mesin.[]

Di sela-sela Konferensi Ting-
kat Menteri World Trade Organi-
zation (KTM-WTO) ke-9 di Nusa 
Dua, Bali. Pada tanggal 5 De-
sember 2013, Indonesia dan Je-
pang yang diwakili oleh Menteri 
Perdagangan RI Gita Wirjawan 
dan Wakil Menteri Ekonomi, Per-
dagangan dan Industri Jepang, 
Midori Matsushima telah mela-
kukan pertemuan bilateral. 

Dalam pertemuan tersebut 
Indonesia mengharapkan peran 
dan dukungan Jepang untuk 
membantu kelancaran dalam 
upaya pencapaian Paket Bali. 
Paket Bali merupakan pilar pen-
ting perdagangan multilateral 
yang akan mendukung pening-
katan perdagangan internasio-
nal baik di negara berkembang 
maupun di negara maju, dan 
Jepang   menegaskan akan me-

mainkan peran diplomasinya serta 
mendukung sepenuhnya keberha-
silan PTM WTO di Bali. 

Selanjutnya, dalam rangka 
meningkatkan hubungan bilateral, 
Jepang berharap agar Indonesia 
dapat berpartisipasi pada ASEAN-
Japan Economic Forum yang dilak-
sanakan di sela-sela 40th ASEAN-
Japan Commemorative Summit 
pada pertengahan bulan Desem-
ber 2013 di Tokyo, Jepang.

ASEAN-Japan Economic Forum 
merupakan forum bagi pelaku 
bisnis dan akademisi Jepang dan 
negara-negara ASEAN untuk saling 
bertukar pandangan dan wawasan 
guna meningkatkan hubungan eko-
nomi antara ASEAN dan Jepang 
dari perspektif jangka panjang. 
Forum ini diharapkan dapat mem-
bantu ASEAN dan Jepang dalam 
menentukan arah kerja sama 
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Dalam kesempatan 
seminar setengah 
hari bertema “Ber-
tahan dan Menang 
Menyongsong Ma-

syarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
2015”, yang diselenggarakan di 
Gedung SMESCO Indonesia, Ja-
karta pada tanggal 11 Desember 
2013, Direktur Kerjasama ASEAN 
Kementerian Perdagangan RI, 
Djatmiko Bris Witjaksono me-
maparkan beberapa isu penting 
dalam menyongsong Masyara-
kat Ekonomi ASEAN, antara lain 
mengenai kesiapan dunia usaha 
untuk menghadapi persaingan 
dengan ASEAN baik di dalam 
negeri maupun di pasar ASEAN, 
serta kebijakan pemerintah dalam 
mempersiapkan Indonesia me-
nyambut MEA 2015.

Menurut Djatmiko Bris Wi-
tjaksono, hal mendasar yang 
harus mendapatkan perhatian 
semua pemangku kepentingan 
di Indonesia, khususnya para pe-
ngusaha UKM, adalah pentingnya 
perubahan cara pandang dalam 
menyikapi persaingan yang timbul 
dari AEC 2015. Persaingan dari luar 
seharusnya tidak lagi dianggap 
sebagai ancaman, melainkan se-
bagai peluang untuk memperbaiki 
diri dan menjadi lebih baik, karena 
kunci kemenangan dalam pasar 
bebas adalah daya saing.

Sehubungan dengan hal ter-
sebut, Pemerintah Indonesia telah 
mengambil langkah-langkah yang 
dapat mendorong terjadinya pe-
ningkatan daya saing bagi produk 
barang dan jasa Indonesia. Hal itu 
dilakukan antara lain untuk men-
jamin perlindungan bagi Hak Ke-
kayaan Intelektual, memberikan 
perlindungan konsumen, mening-
katkan arus investasi sektor infra-
struktur, dan menyempurnakan 
kebijakan perpajakan.

Lebih lanjut Djatmiko Bris Wit-
jaksono mengungkapkan bahwa 
salah satu item pada Blue Print 
MEA yang sudah ditandatan-
gani oleh semua negara anggota        
ASEAN yaitu mengenai sektor 
Usaha Kecil Menengah (UKM) 
yang merupakan salah satu sek-
tor yang dianggap dapat menjadi 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 
SEBUAH PELUANG, BUKAN ANCAMAN

penggerak perekonomian yang 
setara di kawasan. 

Disebutkan ada empat priori-
tas utama di ASEAN yang terkait 
dengan UKM, yaitu memperce-
pat pengembangan UKM; mem-
perkuat daya saing dan dinamika 
UKM ASEAN dengan memfasili-
tasi akses terhadap informasi, pa-
sar, sumber daya manusia dan 
keahlian, keuangan dan teknologi; 
memperkuat UKM ASEAN un-
tuk membantu masalah-masalah 
makro ekonomi, kesulitan   keu-
angan maupun tantangan dalam 
liberalisasi perdagangan; serta 
meningkatkan kontribusi UKM 
bagi pertumbuhan ekonomi yang 
menyeluruh dan pengembangan 
ASEAN sebagai kawasan.

Terkait dengan hal tersebut, 
Kementerian Perdagangan RI be-
rinisiatif menyelenggarakan soft-
launching iklan layanan masyara-

kat berdurasi 60 detik mengenai 
MEA 2015 yang rencananya akan 
ditayangkan di berbagai media 
pada tahun 2014. Diharapkan 
iklan tersebut mampu meningkat-
kan kesadaran dan merubah cara 
pandang para stakeholder baik 
dari kalangan bisnis, pemerintah, 
dan masyarakat Indonesia untuk 
secara bersama-sama berperan 
aktif dalam meningkatkan daya 
saing Indonesia agar dapat men-
jadi pemenang di MEA dan juga 
mengembangkan ASEAN sebagai 
hub rantai pasokan global (global 
supply chain).

Sementara itu, Micha Tampu-
bolon, Country Head Small & Me-
dium Enterprises (SME) Banking 
Standard Chartered Indonesia me-
ngatakan  bahwa   seiring    dengan 
bertumbuhnya perekonomian In-
donesia, Standard Charthered ber-
upaya untuk menjadi mitra yang 

handal bagi pengembangan bisnis 
di Indonesia. Menurut Micha Tam-
pubolon, tantangan yang dihadapi 
oleh UKM saat ini adalah berupa 
ekspansi ke mancanegara, antara 
lain adalah bagaimana perusahaan 
memperoleh pengakuan, akses 
terhadap kredit, kemudahan mem-
buka rekening internasional, dan 
melakukan transaksi perbankan 
secara rutin.

Seminar yang diselenggarakan 
oleh Kementerian Perdagangan 
RI bekerjasama dengan Standard 
Chartered Bank Indonesia tersebut 
dihadiri oleh sekitar 200b unda-
ngan yang berasal dari kalangan            
pengusaha UKM Indonesia dan 
akademisi dari berbagai univer-
sitas serta menjadi ajang diskusi 
dan bertukar pikiran yang berharga 
untuk mendapatkan manfaat yang 
maksimal dari integrasi ekonomi 
kawasan ASEAN pada tahun 2015.

”Tantangan yang dihadapi oleh UKM saat ini adalah berupa ekspansi ke 
mancanegara, antara lain adalah bagaimana perusahaan memperoleh pengakuan, 

akses terhadap kredit, kemudahan membuka rekening internasional, dan 
melakukan transaksi perbankan secara rutin.”

Micha Tampubolon
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Memanfaatkan Liberalisasi Jasa 
ASEAN Demi  Kepentingan  Nasional

Pada tanggtal 16 De-
sember 2013, FISIP 
UI menggelar Se-
minar Hasil Peneli-
tian Pemetaan Daya 

Saing Pekerja Terampil Indonesia 
untuk Mengoptimalkan Manfaat 
Liberalisasi Sektor Jasa ASEAN� di 
Kampus FISIP UI, Depok. 

Dalam sambutannya,  Ke-
pala Pusat Pengkajian dan Peng-
embangan Kebijakan Kawasan 
Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, 
Mohamad Hery Saripudin, men-
gatakan bahwa meningkatnya 
kompetisi di pasar tenaga kerja 
mengakibatkan liberalisasi sektor 
jasa menjadi salah satu perhatian 
penting Indonesia dengan sema-
kin dekatnya ASEAN Community 
2015. 

“Ini merupakan peluang se-
kaligus tantangan tersendiri bagi 
Indonesia terlebih dengan masih 
langkanya tenaga profesional di 
Indonesia” jelas Mohamad Hery 
Saripudin.

Menurutnya, perubahan menu-
ju komunitas akan menjadikan 
ASEAN sebagai organisasi yang 
lebih berpusat pada masyarakat. 
Oleh karenanya pengembangan 
potensi masyarakat Indonesia 
adalah sebuah keharusan, dan da-

menterian terkait.
Penelitian ini dimaksudkan 

untuk memberikan rekomendasi 
pada pembuatan kebijakan berkai-
tan dengan liberalisasi sektor jasa 
ASEAN dengan melihat daya saing 
sumber daya manusia Indonesia di 
sektor jasa.

Penelitian memilih delapan 
sektor jasa yang telah disepakati 
di dalam delapan perjanjian Mu-
tual Recognition Agreement (MRA) 
atau MRA Framework, yaitu: (1)             
Engineering Services; (2) Nursing 
Services; (3) Architectural Servi-
ces; (4) Surveying Qualifications; 
(5) Medical Practicioners; (6) Den-
tal Practicioners; (7) Accountancy 
Services; dan (8) Tourism Profes-
sionals.

“Hasil kajian ini akan men-
jadi salah satu bahan masukan 
rekomendasi baik pada tataran 
kebijakan maupun teknis imple-
mentasi ke berbagai instansi dan 
asosiasi di Indonesia”, ujar Kepala 
Pusat P2K2 Aspasaf. Seminar ha-
sil kajian ini tidak hanya dihadiri 
para akademisi dan pejabat ter-
kait namun juga wakil-wakil aso-
siasi para profesional dari berbagai 
profesi. (Sumber: P3K2 Aspasaf) 

lam hal ini, sektor jasa adalah sek-
tor terpenting.

Pandangan yang sama juga 
disampaikan oleh Shofwan Al Ba-
naa, Wakil Tim Peneliti UI yang ter-
gabung dalam Pusat Studi ASEAN. 
Dalam paparan hasil penelitian-
nya, Shofwan Al Banaa mengata-
kan bahwa sektor jasa merupakan 
yang terpenting mengingat kon-
tribusinya terhadap pendapatan 
nasional maupun dari sisi penyera-
pan tenaga kerja.

Namun, apabila dilihat dari 
neraca berjalan, Indonesia meng-
alami defisit yang besar dari sek-
tor jasa. Lebih lanjut Shofwan Al 
Banaa memaparkan bahwa nilai 
Impor jasa Indonesia sekitar dua 
kali lipat dari ekspornya, sehingga 
angka defisit mencapai lebih dari 
10 Milyar USD, dan menurutnya, 
defisit ini terjadi secara konsisten 
hingga tahun 2012.

Shofwan Al Banaa menegas-
kan bahwa hanya tenaga ahli di 
bidang konstruksi, perjalanan dan 
komunikasi saja yang mengalami 
surplus. Hal ini pun hanya menjadi-
kan Indonesia berada di peringkat 
38 dalam daftar daya saing global 
di dunia.

Banyak tantangan dan ham-
batan yang menjadikan Indonesia 

tertinggal jauh dalam sektor jasa. 
Salah satunya adalah kebijakan 
pemerintah dan kurangnya ko-
ordinasi antar pelaku sektor jasa 
dengan pihak-pihak yang menjadi 
motor di dalam liberalisasi sektor 
jasa ASEAN.

“Hal ini ditambah tidak adanya 
strategi bersama untuk meman-
faatkan liberalisasi jasa ASEAN 
demi kepentingan nasional”.

Untuk itu, Tim dari Pusat Studi 
ASEAN yang beranggotakan Mak-
mur Keliat, Asra Virgi Anita, Shof-
wan Al Banaa dan Agus Catur Putra 
bekerjasama dengan Kemlu RI, 
melakukan penelitian untuk mem-
buat peta daya saing sektor dan 
subsektor jasa di Indonesia.

Berdasarkan peta ini, berbagai 
hambatan di masing-masing sek-
tor dan subsektor dapat dikenali 
dan diantisipasi dengan kebijakan 
yang tepat.

Sebelum menyelenggarakan 
Seminar Hasil Penelitian ini, P3K2 
Aspasaf dan Pusat Studi ASEAN 
FISIP UI juga telah mengadakan 
beberapa kali Focus Group Dis-           
cussions dan Stakeholder Engage-
ment dengan berbagai pihak yang 
terkait dengan liberalisasi jasa di 
ASEAN, diantaranya berbagai aso-
siasi profesi serta instansi dan ke-

bagi peningkatan kerja sama ke-
mitraan ASEAN-Jepang di masa 
yang akan datang.

Keempat outcome documents 
tersebut adalah Vision Statement 
on ASEAN-Japan Friendship and 
Cooperation: Shared Vision, Sha-
red Identity, Shared Future; Im-
plementation Plan of the Vision 
Statement; Joint Statement of 
the ASEAN-Japan Commemorati-
ve Summit “Hand in hand, facing 
regional and global challenges”; 
dan Summary Record with Key 
Recommendation of the ASEAN 
Japan Youth Leader’s Forum: Role 
of Youth in the ASEAN-Japan Re-
lations in the 21st Century. (Sum-
ber: Dit. MWAK)

ASEAN-Japan Commemora-
tive Summit merupakan acara 
puncak perayaan 40 tahun kerja 
sama kemitraan ASEAN-Jepang. 
Acara ini telah dilaksanakan di 
Tokyo, Jepang pada tanggal 13-
14 Desember 2013. KTT yang 
telah dimulai sejak tahun 1973 
ini, dihadiri oleh seluruh Kepala 
Negara/Pemerintahan negara 
anggota ASEAN dan Jepang, ke-
cuali Thailand yang diwakili oleh 
Caretaker Deputy Prime Minister/
Menteri Perdagangan.

Delegasi RI dipimpin oleh 
Presiden RI didampingi antara 
lain oleh Menteri Luar Negeri, 
Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian, Menteri Perda-
gangan, Menteri Perindustrian, 

Sekretaris Kabinet, Kepala BKPM 
dan Dubes RI di Tokyo.

Pada KTT ini, Presiden RI me-
nekankan dua hal penting bagi ker-
ja sama kemitraan ASEAN-Jepang. 
“ASEAN-Jepang perlu memperku-
at ketahanan ekonomi dengan me-
ningkatkan kerja sama perdagang-
an dan investasi, meningkatkan 
kerja sama guna mempertahankan 
stabilitas keuangan, dan memper-
kuat konektivitas”. demikian kata 
Presiden RI.

Selain itu, Presiden RI juga me-
negaskan perlunya meningkatkan 
kerja sama politik dan keamanan 
dalam rangka memelihara perda-
maian, stabilitas, dan keamanan 
bersama sebagai salah satu pra-
syarat bagi pencapaian pertumbu-

han dan perkembangan ekonomi 
yang merata dan berkelanjutan di 
kawasan.

Seiring dengan pembentukan 
Komunitas ASEAN pada tahun 
2015, para pemimpin ASEAN dan 
Jepang menggarisbawahi perlu-
nya penguatan kerja sama ASEAN 
dengan negara mitra wicara, ter-
masuk Jepang secara lebih efektif, 
relevan dan bermanfaat.

Para pemimpin ASEAN dan 
Jepang dalam hal ini menegaskan 
kembali pentingnya kemitraan 
yang semakin bersahabat, setara, 
saling menguntungkan dan lebih 
bermakna di antara ASEAN dan 
Jepang.

KTT menghasilkan 4 (empat) 
outcome documents sebagai acuan 

KTT ASEAN - Jepang
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Jepang menjunjung komitmen 
sebagai mitra asean

PRESIDEN SBY

Hubungan bila-
teral RI-Jepang 
begitu solid dan 
kuat, serta terus 
b e r ke m b a n g . 

Ini memang HARUS. Indone-
sia adalah negara terbesar di 
Asia Tenggara, dan perairan 
di kepulauan kami memben-
tuk bagian penting dalam jalur 
perekonomian Jepang. Di sisi 
lain, Jepang adalah kekuatan 
ekonomi Asia, investor dan 
mitra dagang utama Indonesia. 
Kemakmuran dan masa depan 
kita, terikat bersama-sama.

Itu karena common- sensical 
yang ditandatangani oleh Per-
dana Menteri Abe dan Presiden 
RI pada 2006, yaitu Declara-
tion of Strategic Partnership for    
Peaceful and Prosperous Future. 
Bahkan saat Jepang menga-
lami perubahan kepemimpinan 
sejak saat itu, Kemitraan kita 
tetap stabil dan terus tumbuh, 
karena hal itu didasarkan pada 
kepentingan nasional masing-
masing. Hubungan kita kuat 
karena bersifat komprehensif, 
yang meliputi keamanan, per-
dagangan, investasi, energi, 
lingkungan, pertanian, pendi-
dikan, buruh, pemuda, bencana 
dan bidang lainnya.

Salah satu aset utama 
dalam hubungan kita adalah         
bahwa Jepang telah menang-
kap imajinasi publik di Indone-
sia, terutama melalui koneksi 
ekonomi dan budaya. Saya 
tidak terkejut ketika survei ter-
baru oleh Kementerian Luar 
Negeri Jepang di negara-ne-
gara ASEAN mendapatkan ba-
hwa lebih dari 90 % penduduk 
Indonesia memiliki citra positif 
terhadap Jepang - hasil yang 
jauh lebih tinggi dibandingkan 
politisi di Indonesia atau Je-
pang. Lebih dari 97 % rakyat 
Indonesia yang disurvei juga 
mengatakan bahwa mereka 
menyambut baik perusahaan-
perusahaan Jepang yang bero-
perasi di Indonesia. Saya berha-

bangsa kita mengalami kerugian 
yang sangat besar akibat benca-
na tsunami yang membuat kita 
lebih dekat satu sama lain.

Perkembangan penting lain 
berkaitan dengan evolusi Asia 
Tenggara dalam sisi geo-politik 
dan geo-ekonomi yang kohe-
ren.

Berbanding terbalik dengan 
situasi pada tahun 1960 dan 
1970-an, Asia Tenggara tidak 
lagi menjadi kawasan yang ter-
polarisasi, dan ruang kendali 
konflik kekuatan besar.

Butuh beberapa waktu serta 
banyak pekerjaan diplomatik 
dan penataan, tapi saat ini se-
mua negara di Asia Tenggara 
telah bergabung dalam ASEAN 
- 10 negara ASEAN. Kami semua 
terikat oleh Piagam ASEAN dan 
berkomitmen untuk mencapai 
tujuan pembentukan Komunitas 
ASEAN pada 2015. Bagi mereka 
yang mengetahui sejarah per-
masalahan di Asia Tenggara, ini 
merupakan sebuah sejarah per-
kembangan yang sangat besar 
maknanya.

ASEAN adalah landasan ke-
bijakan luar negeri Indonesia. 
Saya percaya, dimana saya ber-
bicara atas nama semua ang-
gota ASEAN lainnya, bahwa ke-
anggotaan kami di ASEAN telah 
menguatkan kapasitas diploma-
tik kami untuk mencapai hal-hal 
yang tidak dapat dicapai jika di-
kejar secara sendiri-sendiri atau 
bilateral.

Jika Anda bertanya kepa-
da saya apa yang menjadikan 
suksesnya transformasi ASEAN, 
ada begitu banyak faktor yang 
terlibat. Tapi dapat saya katakan 
bahwa salah satu penjelasan 
penting adalah bahwa kebanya-
kan rakyat Asia Tenggara cen-
derung berpandangan ke de-
pan. Banyak dari kami memiliki 
sejarah yang sulit, dengan ba-
nyak konflik yang menyakitkan 
antara dan di dalam negara, tapi 
kami juga cerdas belajar dari 
kesalahan kami, lalu bangkit. 
Generasi Indonesia saat ini ti-
dak membawa beban masa lalu. 

rap bahwa sebaliknya juga benar : 
bahwa kebanyakan rakyat Jepang 
juga memiliki perasaan yang posi-
tif terhadap Indonesia - Saya yakin 
para pegolf dan peselancar Jepang 
mendukung hal ini.

Hal ini penting untuk menda-
patkan hubungan yang tepat, ka-
rena hubungan antara Indonesia 
dan Jepang merupakan pilar pen-
ting bagi perdamaian dan kema-
juan di Asia-Pasifik.

Kedua negara kita saling ter-
gantung untuk dapat mencapai 
- sebuah tatanan regional yang 
memberikan stabilitas ketenangan 
bagi semua, dan juga kondusif bagi 
pembangunan nasional kita.

Sebagaimana kita menavigasi-
kan abad ke-21, Indonesia melihat 
masa depan kawasan kita dengan 
tingkat harapan dan optimisme 
yang wajar. Kawasan kita, dan 
negara-negara di dalamnya, te-
rus menghadapi tantangan besar, 
tapi secara keseluruhan, kawa-
san tersebut telah diubah melalui 
transformasi yang menempatkan 
kita di tempat yang lebih baik di-
bandingkan dekade sebelumnya, 

dan dengan prospek yang bagus 
ke depan.

Diawali dengan, kawasan ini 
telah datang jauh sebelum mantan 
Perdana Menteri Yasuhiro Naka-
sone mengatakan bahwa Jepang 
merasa sendirian menjadi satu-
satunya demokrasi di Asia.

Saat ini Asia adalah rumah bagi 
sejumlah besar negara demokrasi, 
negara-negara yang mengalami 
transisi demokrasi dan masyara-
kat yang terbuka. Hal ini telah 
secara signifikan mengubah lan-
skap politik Asia. Memang, Bali 
Democracy Forum yang diprakarsai 
Indonesia sejak tahun 2008 telah 
berkembang dalam hal partisipasi, 
dari 32 negara menjadi 86 negara 
tahun ini. Ini adalah pertanda baik. 
Ini akan menjadikan lebih banyak 
kebebasan, lebih terkoneksi, lebih 
baik, lebih bermartabat - dan lebih 
damai di seluruh kawasanm. Ada-
pun Indonesia dan Jepang, koneksi 
demokrasi kita telah secara pasti 
merubah tekstur hubungan bila-
teral kita menjadi lebih baik. Yang 
menyedihkan, saya juga ingin me-
nambahkan fakta bahwa kedua 
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Mereka melihat ke masa depan 
dengan percaya diri, pragma-
tisme dan menatap peluang. 
Inilah sebabnya mengapa hu-
bungan Indonesia dan Jepang 
bergerak maju dengan kecepa-
tan tinggi di seluruh tinkatan.

Kisah sukses di Asia Teng-
gara, tentu saja hanya bagian 
dari kisah sukses Asia yang 
lebih besar. Asia bangkit dan 
meningkat dengan cepat. Se-
karang ini terjadi ada proses 
seismik penciptaan kekayaan. 
Asia memproduksi, menjual, 
dan terhubung lebih banyak 
dengan dunia dan dengan se-
sama negara Asia lain.

Asian Development Bank 
(ADB) memprediksi bahwa, 
dalam skenario optimistis, PDB 
kolektif Asia akan meningkat 
menjadi lebih dari $ 160 tri-
liun pada 2050, sekitar 2 miliar 
orang akan masuk ke dalam ke-
las menengah, dan tidak akan 
ada lagi negara miskin di kawa-
san kami. Itu adalah gambaran 
yang luar biasa yang tidak per-
nah dilihat oleh generasi sebe-
lumnya. Kami semua harus be-
kerja sama untuk memastikan 
realisasi dari skenario optimis 
ini.

Semua ini menandakan per-
geseran yang luar biasa di ka-
wasan dan di luar Asia-Pasifik. 
Hal ini juga berarti setiap ne-
gara di kawasan ini memiliki ke-
sempatan untuk memposisikan 
diri dalam lanskap yang cepat 
berkembang ini. Posisi Indone-
sia sekarang ini sangat berbeda 
dengan posisinya di masa lalu, 
dimana kami menjadi salah 
satu negara termiskin di Asia 
pada saat kemerdekaan tahun 
1945. Sekarang ini, meskipun 
kami terus berjuang melawan 
kemiskinan, Indonesia adalah 
ekonomi $ 1 triliun, anggota 
G-20 dengan pertumbuhan 
PDB tertinggi kedua dan salah 
satu negara dengan rasio debt-
to-GDP terendah, dan kami 
juga memiliki kelas menengah 
terbesar di Asia Tenggara.

Seperti Indonesia, Jepang 
juga sedang mencoba untuk 
menemukan posisi barunya 
dalam perkembangan lanskap 
abad ke-21. Dalam hal ini, kami 
menghargai hubungan dekat 
Jepang dengan ASEAN, yang 
tercermin dalam suasana antu-

tindih di Laut China Selatan.
Indonesia bukan negara pi-

hak dalam sengketa yang sangat 
kompleks ini. Namun, Indonesia 
juga sangat prihatin dengan pro-
spek meletusnya perselisihan 
menjadi konflik terbuka, yang 
akan memiliki dampak negatif 
pada semua negara di kawasan. 
Inilah sebabnya mengapa Indo-
nesia aktif dalam memastikan 
implementasi penuh Declara-
tion on the Conduct (DOC) 2002 
oleh para Pihak di Laut China 
Selatan.

Indonesia bekerja sama 
dengan negara-negara ASEAN 
lainnya dan juga China untuk 
sebuah konklusi awal dari Kode 
Etik di kawasan Laut China Se-
latan. Hal ini penting bagi pihak 
yang terlibat untuk sepenuhnya 
menghormati prinsip-prinsip 
Hukum Internasional, termasuk 
yang terkandung dalam Kon-
vensi PBB tentang Hukum Laut 
tahun 1982 (UN Convention on 
the Law of the Sea/UNCLOS). 
Hal ini juga penting bagi para 
pihak untuk mengendalikan diri 
dan penggunaan non-kekuatan 
serta berkomitmen untuk reso-
lusi sengketa secara damai.

Dalam pengalaman Indone-
sia, ketika perundingan perba-
tasan masih terus berlangsung, 
memiliki jalur komunikasi terbu-
ka sangat penting untuk meng-
hindari kesalahan perhitungan 
yang mungkin terjadi di dalam 
dan di sekitar kawasan yang 
disengketakan. Kita juga perlu 
memperkuat blok untuk kerja 
sama regional.Kabar baiknya, 
tentu saja adalah bahwa kami 
telah mengembangkan berba-
gai mekanisme kerjasama : ASE-
AN Summits , ASEAN Summits 
dengan Mitra Wicara, ASEAN 
plus 3, KTT Asia Timur, Forum 
Regional ASEAN, dan APEC.

Di sisi lain adalah bahwa 
agenda diplomatik sudah ter-
lalu sibuk, dan tumpang tin-
dihnya KTT dalam mekanisme 
regional - belum termasuk KTT 
G-20 yang seringkali datang ke-
pada kami sebagai bagian dari 
dunia. Untuk saat ini, mereka 
masih pada tujuan. Tapi akan 
datang suatu waktu ketika kita 
perlu menyesuaikan, memilah 
dan menyederhanakan arsitek-
tur kawasan yang rumit ini.[] 
 

siasme 40 tahun ASEAN - Jepang 
Commemorative Summit di Tokyo. 
Kami menghargai bahwa selama 
bertahun-tahun Jepang telah men-
junjung tinggi komitmen yang di-
buat pada tahun 1970-an oleh Per-
dana Menteri Takeo Fukuda bahwa 
Jepang dan ASEAN akan menjadi 
mitra yang sejajar. Kami sungguh 
menyambut baik upaya Perdana 
Menteri Abe untuk lebih mening-
katkan kerjasama Jepang-ASEAN. 
     Dan ini ditunjukkan oleh Per-
dana Menteri Abe dengan melaku-
kan kunjungan ke sepuluh negara 
anggota ASEAN dalam waktu satu 
tahun. Ini adalah yang pertama 
dilakukan oleh Perdana Menteri 
Jepang, dan saya menghargai itu.

Indonesia juga memberikan ke-
dekatan perhatian dengan pemiki-
ran luar negeri dan kebijakan kea-
manan Jepang baru-baru ini. Ketika 
Perdana Menteri Abe mengunjungi 
saya di Jakarta, dan memberikan 
penjelasan tentang rencana Je-
pang, saya dan Pemerintah saat 
ini tengah mempelajari Strategi 
Keamanan Nasional Jepang yang 
baru saja dirilis bulan ini. Indonesia 
memahami perkembangan minat 
Jepang untuk memainkan peran 
keamanan yang lebih besar.

Dalam pandangan kami, adalah 
penting bahwa perkembangan pe-
ran keamanan Jepang dilakukan 
secara bertahap, transparan, dan 
dengan cara yang akan memperku-
at keamanan internasional, tatanan 
regional dan meningkatkan rasa 
percaya diri. Kami berharap bah-
wa peran keamanan Jepang masa 
depan akan disinergikan dengan 
peningkatan kerjasama keamanan 
dengan negara-negara di kawasan, 
untuk menghadapi tantangan kita 
bersama, seperti misalnya bantuan 
penanganan bencana.

Menyikapi dinamika yang 
semakin meningkat di kawasan 
kita, Indonesia memiliki keya-
kinan yang kuat dalam perspek-
tif atau pendekatan yang kami 
sebut “Dynamic Equilibrium”. 
“Dynamic” karena perubahan 
adalah sesuatu yang konstan 
dan memang melekat di ka-
wasan. Oleh karena itu, arsi-
tektur kawasan di masa men-
datang harus selalu adaptif . 
“Equilibrium” karena keadaan se-
perti perubahan yang konstan 
tidak menunjukkan keadaan 
“anarki” yang permanen atau keti-
dakpastian umum untuk memecah 

sistem multipolar. Maupun di sisi 
lain, “perintah” yang dipaksakan 
dari dominasi yang menandai ke-
kuatan tunggal.

Sebaliknya, negara-negara 
di kawasan ini mengembangkan 
norma-norma dan prinsip-prinsip, 
kode etik, dan mungkin sebagai 
kasus, kerangka hukum, untuk 
membangun semangat kemitraan 
dan kerjasama dalam menangani 
isu-isu kepentingan bersama.

Pakar manajemen terkenal Pe-
ter Drucker pernah berkata, bahwa 
“cara terbaik untuk memprediksi 
masa depan adalah dengan men-
ciptakannya”. karena itu perkenan-
kan saya menawarkan beberapa 
cara bagi kita untuk menciptakan 
lingkungan strategis yang lebih 
bertahan lama.

Saya akan mulai dengan ke-
butuhan untuk membangun ke-
percayaan strategis, sementara 
secara otomatis mengurangi de-
fisit kepercayaan di mana itu ada. 
Di Asia Tenggara, ini adalah faktor 
kunci yang memungkinkan ASEAN 
untuk terbentuk, bertahan hidup 
dan tumbuh pada titik di mana 
pemerintah kami dan masyarakat 
berhubungan satu sama lain seba-
gai anggota keluarga ASEAN. Saat 
ini para pemimpin ASEAN memiliki 
pola pikir tentang kawasan yang 
sama sekali berbeda dengan para 
pemimpin pra-ASEAN.

Saya mengerti bahwa di Asia 
Timur Laut, banyak hal-hal yang 
jauh lebih kompleks, dan masalah 
kepercayaan ini masih agak ber-
masalah. Saya tidak punya pre-
tensi untuk mengetahui obat un-
tuk masalah ini. Tapi saya percaya 
bahwa tanpa meningkatkan faktor 
kepercayaan ini, lingkungan stra-
tegis akan terus mengalami teka-
nan. Dan ini relevan untuk negara-
negara Asia karena sebagian besar 
dari kami memiliki hubungan yang 
kuat dengan Asia Timur Laut. Seca-
ra khusus, harus dikatakan bahwa 
hubungan baik antara China dan 
Jepang sangat penting bagi masa 
depan kawasan kami.

Kita juga perlu untuk terus 
mengurangi ketegangan dan 
mengelola Flashpoint. Asia Teng-
gara juga penuh dengan perselisih-
an antar-negara, termasuk seng-
keta perbatasan. Banyak sengketa 
perbatasan ini diselesaikan dengan 
negosiasi damai diplomatik. Tapi 
potensi konflik lainnya tetap ber-
tahan, termasuk klaim tumpang 
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Dengan latar belakang seperti 
itu, Indonesia merasa senang 
bahwa negara-negara anggota 
KTT Asia Timur pada tahun 2011 
menandatangani “Bali Principles 
for Mutually Beneficial Relations”. 
Deklarasi ini memuat prinsip-
prinsip dan kode etik bahwa 
anggota EAS diharapkan untuk 
mengamati praktek kebijakan 
luar negeri mereka. Sementara 
itu, deklarasi ini tidak mengikat 
secara hukum, fakta bahwa ne-
gara-negara besar serta kekua-
tan yang muncul benar-benar 
menandatangani Dokumen ini 
merupakan perkembangan dip-
lomatik yang menjanjikan.

Pada perkembangan ini, 
Indonesia percaya bahwa wak-
tunya telah tiba bagi negara-

negara di kawasan untuk memulai 
percakapan pada kerangka kawa-
san yang lebih luas untuk mening-
katkan persahabatan dan kerja 
sama di kawasan. Kami menyebut-
nya dengan Indo-Pacific Treaty of 
Friendship and Cooperation. Seperti 
namanya, ini adalah untuk melin-
tasi Samudera Pasifik dan Hindia, 
sebagai pengakuan atas keutuhan 
perdamaian, keamanan dan ke-
makmuran. Dalam pandangan 
kami, hal itu harus dibangun di 
atas kode etik dan nilai-nilai yang 
sudah dinyatakan dalam Bali Prin-
ciples. Prinsip seperti penggunaan 
non-kekerasan dan penyelesaian 
sengketa secara damai.

Di satu sisi, perjanjian tersebut 
bisa memiliki dampak transforma-
tif damai yang sama seperti TAC 

- Treaty of Amity and Cooperation 
- di antara anggota ASEAN. Kali 
ini, bagaimanapun terhadap “be-
neficiaries” yang lebih luas - ne-
gara-negara di luar Asia Tenggara 
untuk mewujudkan “pacific” yang 
sesungguhnya di kawasan Asia-
Pasifik.

Membangun arsitektur regio-
nal yang efektif, kuat dan layak 
bukanlah tugas yang mudah. 
Namun demikian, Indonesia meya-
kini bahwa perkembangan saat 
ini di kawasan kita menawarkan 
kesempatan untuk membangun 
sebuah kemitraan strategis yang 
mampu bertahan.

Akhir kata, saya tahu Perdana 
Menteri Abe telah membuat per-
nyataan bahwa Jepang “is coming 
back”, atau “Japan is back”, dan 

perkenankan saya menyam-
paikan, bahwa saya percaya 
dengan proposisi Anda tersebut. 
Indonesia dan seluruh dunia, 
telah banyak membaca keber-
hasilan ekonomi Jepang untuk 
dimanfaatkan bagi kemakmu-
ran kita bersama sebagai mitra 
sejajar. Maka perkenankan saya 
mengakhiri dengan kata perpi-
sahan ini: WELCOME BACK, JA-
PAN ! Mari kita bersama-sama 
membangun kawasan yang da-
mai dan sejahtera.

(Disunting dari Pidato Presiden 
RI di The Policy Forum of The Ja-
pan Institute of International Af-
fairs, Tokyo 13 Desember 2013)

Menteri Perda-
gangan RI, Gita 
Wirjawan meng-
hadiri ASEAN-
Japan Economic 

Forum yang diselenggarakan 
pada tanggal 13-15 Desember 
2013 di Tokyo, Jepang, sebagai 
salah satu rangkaian kegiatan 
40th ASEAN-Japan Commemo-
rative Summit. Penyelenggaraan 
Forum tersebut bertujuan untuk 
memperingati hubungan 40 ta-
hun kerja sama ekonomi ASE-
AN-Jepang, serta sebagai wadah 
untuk membahas visi dan misi 
masa depan kerja sama ekonomi 
ASEAN-Jepang. 

Dalam kesempatan forum 
yang dihadiri oleh kalangan pe-
merintah, pelaku usaha, dan 
akademisi di Jepang tersebut, 
Mendag Gita Wirjawan dalam 
sambutannya mengatakan bah-
wa pertemuan tersebut meru-
pakan momen bersejarah dalam 
memperingati 40 tahun kerja 
sama ekonomi antara ASEAN 
dan Jepang. Tentunya hal ini 
membuktikan terjalinnya kerja 
sama antara seluruh pihak di-
landasi oleh hubungan baik, 
kepercayaan, dan keuntungan 
bersama.

“ASEAN memandang pen-
ting Jepang sebagai mitra stra-

tegis dalam mencapai kemajuan 
bersama dalam segala bidang, 
khususnya di bidang ekonomi 
melalui upaya peningkatan utili-
sasi ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership, penyelesai-
an perundingan di bidang perda-
gangan jasa dan investasi, peman-
faatan peran ASEAN-Japan Center, 
dan implementasi yang efektif 
atas 10-year Strategic Economic Co-
operation Roadmap antara ASEAN 
dan Jepang,” jelas Mendag Gita 
Wirjawan.

Selain itu, Mendag Gita Wirja-
wan juga turut mendukung upaya 
peningkatan hubungan kerja sama 
ekonomi yang meliputi bidang per-
dagangan dan investasi, terutama 
melalui kerja sama antar-pemerin-
tah, pemerintah dan pelaku usaha, 
serta antar-pelaku usaha.

Jepang merupakan ne-
gara mitra ASEAN yang telah 
mengembangkan jaringan pro-
duksinya di kawasan ASEAN sela-
ma hampir lima dekade. Investasi 
Jepang di Indonesia juga tergolong 
signifikan, mulai dari sektor yang 
bersifat padat karya (labour-in-
tensive), sektor finansial, hingga 
industri berbasis teknologi. Total 
perdagangan Indonesia-Jepang 
pada akhir tahun 2012 mencapai 
USD 52,9 miliar, terdiri dari ekspor 
senilai USD 30,1 miliar dan impor 

rum tersebut, Mendag Gita Wir-
jawan bersama-sama dengan 
para Menteri Perdagangan ASE-
AN dan Menteri Ekonomi, Per-
dagangan dan Industri Jepang, 
secara resmi membuka pelaks-
anaan ASEAN Fair 2013 yang me-
nampilkan berbagai informasi 
tentang lingkungan investasi dan 
bisnis di negara ASEAN, seperti 
informasi pariwisata, produk lo-
kal, serta produk dan teknologi 
terkemuka di Jepang, antara lain 
infrastruktur, produk kesehatan, 
dan media kreatif.

senilai USD 22,8 miliar.
Pada periode Januari-Oktober 

2013, perdagangan kedua negara 
mencapai USD 38,8 miliar atau 
menurun sebesar 13,5% dibanding-
kan dengan periode yang sama ta-
hun 2012 yaitu sebesar USD 44,9 
miliar. Rata-rata pertumbuhan 
perdagangan Indonesia-Jepang 
dalam lima tahun terakhir menca-
pai 11,03%. Selain itu, nilai investa-
si Jepang di Indonesia pada tahun 
2012 mencapai USD 2,4 miliar 
dengan jumlah total 405 proyek.

Selanjutnya di akhir rangkaian 
acara ASEAN-Japan Economic Fo-

Peningkatan Utilisasi ASEAN-Japan 
Comprehensive Economic Partnership



15 JANUARI - 14  FEBRUARI 2014 No. 72 Tahun VII lensa
Diplomasi

TABLOID

Media Komunikasi dan Interaksi

19

Melalui Deklarasi 
Wina yang disa-
hkan pada akhir 
pertemuan Fo-
rum Global ke-5 

Aliansi   Peradaban PBB pada tahun 
2013 lalu, Indonesia dikukuhkan 
sebagai tuan rumah penyelengga-
raan Forum Global  Aliansi Perada-
ban PBB ke-6 di tahun 2014 ini.

Para pemimpin dan ketua de-
legasi negara peserta, organisasi 
internasional dan regional, kelom-
pok masyarakat madani, kelom-
pok keagamaan dan para pemuda 
menyambut antusias terpilihnya 
Indonesia sebagai tuan rumah per-
temuan Forum Global ke-6 Aliansi 
Peradaban PBB. 

Indonesia dipandang penting 
untuk menjadi tuan rumah dengan 
memperhatikan berbagai raihan 
Indonesia yang dinilai tepat untuk 
menggambarkan kehidupan antar- 
umat beragama dalam kerangka 
mencari solusi berbagai tantangan 
global. 

Selain itu, latar belakang Indo-
nesia sebagai negara berpenduduk 
Muslim terbesar menjadi daya ta-
rik tersendiri dalam konteks pem-
bahasan menjembatani berbagai 
perbedaan, seperti dunia Barat dan 
dunia Islam. Juga terdapat harapan 
khusus kepada Indonesia untuk da-
pat menggerakkan dukungan luas 
terhadap Aliansi Peradaban PBB 
dari berbagai pemangku kepen-
tingan di kawasan Asia Pasifik. 

Aliansi Peradaban merupakan 
prakarsa Sekjen PBB Kofi Annan 
dan disponsori bersama oleh PM 
Spanyol dan PM Turki pada tahun 
2005. Indonesia telah secara ak-
tif ikut membangun fondasi bagi 
Aliansi Peradaban ini melalui ke-
anggotaan Mantan Menlu Ali Ala-
tas dalam High Level Group yang 
merekomendasikan pembentukan 
Aliansi Peradaban kepada Sekjen 
PBB.

Salah satu tujuan utama           
Aliansi ini adalah mendorong ter-
ciptanya hubungan harmonis antar 
peradaban. Aliansi juga berupaya 
untuk menjembatani jurang antara 
Islam dan Barat, serta membangun 
kemauan politik bersama dan me-
mobilisasi aksi bersama untuk 
menghadapi prasangka negatif, 

mispersepsi dan menolak ekstri-
misme dalam masyarakat. 

Aliansi Peradaban memiliki 
empat pilar kegiatan, yaitu: pen-
didikan, kepemudaan, media, dan 
migrasi. Bagi sebuah negara yang 
beraneka ragam seperti Indone-
sia, penerimaan atas pluralisme, 
sebagaimana tercermin pada sem-
boyan nasional   “Bhinneka Tung-
gal Ika”, adalah fakta kehidupan 
nasional. Meskipun bukan tanpa 
berbagai tantangan, rakyat Indo-
nesia senantiasa mengedepankan 
demokrasi dalam pengaturan mul-
ti-kultural dan multi-agama. 

Pertemuan Forum Global Ali-

ansi Peradaban PBB sebelumnya 
sudah dilaksanakan di Wina, Aus-
tria (2013); Doha, Qatar (2011); Rio 
De Janeiro, Brazil (2010); Istambul, 
Turki (2009); dan Madrid, Spanyol 
(2008). 

Menlu RI Dr. RM Marty M Na-
talegawa mengatakan bahwa ada 
norma-norma dasar yang sangat 
penting dalam upaya mempro-
mosikan sikap toleransi dan saling 
menghargai.   Pertama, semua pi-
hak harus bisa menerima adanya 
perbedaan – menerima keberaga-
man.  Kedua, meskipun demokrasi 
mencerminkan kepentingan ma-
yoritas, namun suara, harapan dan 

aspirasi kelompok minoritas tidak 
bisa dan tidak boleh diabaikan. Ke-
tiga, adanya budaya damai, yaitu 
penyelesaian masalah melalui 
cara-cara damai.   Keempat, kebe-
basan berekspresi tidak bisa dija-
dikan sebagai pembenaran untuk 
menyebar kebencian berdasarkan 
kebangsaan, ras atau agama.

Aliansi Peradaban haruslah 
menciptakan kondisi yang kon-
dusif bagi norma-norma tersebut 
untuk berkembang semakin pesat 
dan meluas. Dengan semangat itu-
lah, Indonesia menjadi tuan rumah 
Pertemuan Forum Global Aliansi 
Peradaban PBB ke-6 tahun ini.[]

Indonesia Tuan Rumah Forum 
Global ke-6 Aliansi Peradaban PBB

Indonesia dipandang penting untuk menjadi tuan 
rumah dengan memperhatikan berbagai raihan 

Indonesia yang dinilai tepat untuk menggambarkan 
kehidupan antarumat beragama dalam kerangka 

mencari solusi berbagai tantangan global. 
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berbagai mekanisme, kepada or-
ganisasi-organisasi akar rumput di 
seluruh dunia yang berkontribusi 
terhadap dialog dan pemahaman 
antara masyarakat.

UNAOC juga memberikan hi-
bah untuk generasi muda, yaitu 
melalui Youth Solidarity Fund untuk 
melaksanakan proyek-proyek yang 
dipimpin oleh pemuda inovatif 
yang mempromosikan perdamai-
an dan pemahaman antara masya-
rakat budaya ataupun agama.

Selain itu, kami juga bermitra 
dengan komponen sektor bisnis 
untuk mempromosikan teknologi 
inovatif pemuda untuk perdamai-
an. Mitra muda kita juga terlibat 
dalam kegiatan olahraga di Asia, 
sehingga mereka semua layak un-
tuk dibanggakan dan dihargai.

Saya dan Sekretaris Jenderal 
PBB memiliki pandangan yang 
sama bahwa banyak sekali konflik 
yang terjadi ternyata memiliki di-
mensi berbasis identitas.Olahraga 
memang bisa membantu negara 
yang multietnis untuk bersatu. 

Olah raga memang memiliki 
potensi unik untuk mempromo-
sikan persatuan,   menjembatani 
perbedaan, mengatasi prasangka, 
menyembuhkan perpecahan, dan 
menumbuhkan saling pengertian 
di lingkup kawasan dan antara ne-
gara yang berbeda.

Aliansi mempertimbangkan 
implementasi praktis dalam stra-
tegi baru penggunaan olahraga, 
musik, seni dan hiburan - yaitu 
apa yang kita sebut sebagai Smart      
Alliance, yang mengacu pada soft 
power dan smart power - untuk 
mempromosikan dialog dan pe-
mahaman antara masyarakat dan 
budaya. Agar strategi ini efektif, 
kita perlu membangun kemitraan 
dengan organisasi-organisasi ter-
tentu untuk dapat membuat per-
bedaan yang signifikan.  (disunting 
dari pidato Nassir Abdulaziz Al-
Nasser pada Official Session UNA-
OC di Doha. Desember 2013).

Ketika saya meme-
gang kepemimpi-
nan Forum Global 
Aliansi Peradaban 
PBB (UNAOC Glo-

bal Forum) saya memutuskan un-
tuk menggunakan olahraga, musik, 
seni dan hiburan untuk meningkat-
kan budaya perdamaian, karena 
sektor-sektor ini dapat membawa 
masyarakat dan budaya untuk me-
nyatu bersama-sama dalam berba-
gai perbedaan. 

Oleh karena itu, misi kami 
sebagai organisasi adalah untuk 
menyebarkan peran olahraga, mu-
sik, seni dan hiburan dalam meny-
ebarkan keadilan, kesetaraan dan 
mengadopsi inisiatif penting yang 
membantu dalam membuka jalan 
bagi pembangunan dan kemak-
muran.

Saya ingin mengingatkan ba-
hwa Forum UNAOC yang diselen-
ggarakan di Doha pada Desember 
2011, menetapkan korelasi antara 
dialog budaya dan pembangunan 
berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Aliansi 
menetapkan bahwa kuartal per-

tama 2014 adalah sesi tentang 
Peran Olahraga dalam Mempro-
mosikan Dialog dan Pemahaman 
Antarbudaya. Tidak ada yang bisa 
menyangkal bahwa etika olah-
raga dapat membantu individu 
untuk membangun nilai-nilai dan 
keterampilan komunikasi yang 
diperlukan untuk mencegah dan 
menyelesaikan konflik dalam ke-
hidupan mereka sendiri. Di PBB, 
kita mengatakan: Keamanan, Hak 
Asasi Manusia dan Pembangunan 
adalah faktor yang saling memper-
kuat dan saling tergantung.

Olahraga dapat memain-
kan peran dalam menyelesaikan 
konflik, mendorong toleransi, 
membangun perdamaian, mencip-
takan pekerjaan, dan pada giliran-
nya, mendorong keamanan yang 
berkelanjutan di seluruh dunia.

Aliansi Peradaban adalah se-
buah organisasi yang berorientasi 
aksi .

Keyakinan kami adalah bahwa 
sebuah aksi berbicara lebih ke-
ras daripada kata-kata. Itulah se-
babnya kami memutuskan untuk 
memberikan dukungan, melalui 

Dialog Peradaban Dan 
Pembangunan Berkelanjutan

Nassir Abdulaziz Al-Nasser 
High Representative UNAOC
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lam mensinergikan peran Pemer-
intah dengan masyarakat madani.  
Keterlibatan Indonesia diperlukan 
dalam menampilkan inisiatif lokal, 
nasional dan regional, seperti yang 
selama ini telah dilaksanakan.

Indonesia telah dan terus berkomit-
men menjalankan kebijakan untuk 
mendukung agenda AoC melalui 
program-program konkrit seperti 
dalam kerangka diskursus dialog 
lintas agama dan budaya pada ta-
taran nasional, tataran bilateral 
mencapai dengan 22 negara mitra,  
dan tataran regional diantaranya 
melalui ASEM Interfaith Dialogue 
dan Regional Interfaith Dialogue 
(Asia Pacific). Komitmen Indone-
sia pada tujuan aliansi peradaban 
khususnya dialog lintas agama dan 
budaya telah ditunjukkan secara 
nyata dan telah diterima dengan 
baik serta dinilai sebagai salah satu 
best practices yang diakui negara-
negara lain dalam forum AoC. 

Indonesia didukung untuk menjadi 
Tuan Rumah penyelenggaraan 6th 
Global Forum UNAOC di Bali pada 
tanggal  29 – 30 Agustus 2014 ber-
dasarkan berbagai pertimbangan, 
diantaranya karena dinilai tepat 
untuk menggambarkan kehidu-
pan antar umat beragama dan                 
keberagaman suku bangsa dalam 
kerangka mencari solusi berbagai 
tantangan global. Selain itu, latar 
belakang Indonesia sebagai negara 
berpenduduk Muslim terbesar sa-
ngatlah khas dalam pembahasan 
menjembatani perbedaan, seperti 
dunia Barat dan dunia Islam. 

Forum Global ke-6 mengangkat 
tema “Bhineka Tunggal Ika” yang 
akan diterjemahkan dalam pilar 
– pilar Aliansi yakni Pendidikan, 
Pemuda, Media dan Migrasi, serta 
operasionalisasinya pada tingkat 
nasional, regional dan global.[]

FORUM GLOBAL ALIANSI PERADA-
BAN PBB

“Forum Global” merupakan per-
temuan utama yang memberikan 
platform kepada semua pemangku 
kepentingan pada semua tingka-
tan, yang terdiri dari negara ang-
gota PBB, organisasi politik, sektor 
swasta/pengusaha, akademisi, pe-
muda, dan bahkan individu-indi-
vidu yang memiliki komitmen bagi 
pencapaian tujuan Aliansi. Forum 
Global juga dimaksudkan untuk 
menggalang komitmen serta du-
kungan politik dan keuangan bagi 
kegiatan-kegiatan  Aliansi (melalui 
replenishment session). 

Selain itu, Forum Global juga meru-
pakan forum utama untuk mem-
bangun opini publik untuk mencip-
takan masyarakat yang inklusif atas 
dasar toleransi dan saling menghor-
mati guna memajukan perdamaian 
dan pembangunan berkelanjutan, 

dan isu-isu kontemporer yang di-
hadapi dunia saat ini dalam mem-
bangun pengertian bersama antar-
budaya dan antaragama.

Forum Global telah dilaksanakan 
lima kali yaitu di Madrid (2008), 
Istanbul (2009), Rio De Janeiro 
(2010), Doha (2011) dan   Wina 
(2013).

INDONESIA DAN ALIANSI PERADA-
BAN PBB

Indonesia mendukung inisiatif AoC 
sebagai suatu upaya kolektif pada 
tingkat multilateral untuk memban-
gun kemauan politik bersama dan 
memobilisasi aksi bersama guna 
mengurangi prejudice, mispersepsi 
dan menolak ekstrimisme dalam 
masyarakat dunia. Bagi Indonesia, 
AoC perlu dipandang sebagai forum 
untuk menampilkan berbagai ca-
paian di bidang dialog antaragama 
dan antarbudaya, khususnya da-

PILAR

Sejak dibentuk, Aliansi membahas isu-isu tentang upaya memajukan sikap dan 
toleransi berdasarkan pilar-pilar sebagai berikut:

Pendidikan fundamental untuk menjawab tantangan atas ketidakpedulian dan 
ketidakpercayaan yang sering dianggap sebagai konflik

Pemuda penuh dengan bakat, ide dan enerji, merupakan agen kunci peruba-
han sosial, pembangunan ekonomi dan inovasi teknologi

Media mempunyai peran penting dalam menjembatani berbagai permasala-
han budaya dan agama serta mampu membangun keragaman cerita positif di 
seputar keberagaman

Migrasi dan pergerakan populasi membentuk masyarakat multi kultur, mem-
bawa potensi pembangunan dan inovasi

Migrasi – Migrasi dan Pergerakan populasi membentuk masyarakat multi kul-
tur yang mana membawa potensi pembangunan dan inovasi yang harus di-
manfaatkan. 

ALIANSI PERADABAN

Aliansi Peradaban (Alliance of Civilizations/AoC)  dibentuk oleh Sekjen PBB 
pada  tanggal 14 Juli 2005  berdasarkan prakarsa bersama  oleh PM Spanyol 
Y.M. José Luis Rodríguez Zapatero dan Perdana Menteri Turki, Y.M. Recep Tayy-
ip Erdoğan. 

AoC dibentuk dengan tujuan mendorong terciptanya “Harmony among Civi-
lizations”, serta membangun kemauan politik bersama dan memobilisasi aksi 
bersama untuk menghadapi prasangka, mispersepsi, serta menanggulangi     
ekstrimisme dalam masyarakat.

Sekjen PBB pada tahun 2007 menunjuk Jorge Sampaio, mantan Presiden Portu-
gal, sebagai High Representative Sekjen PBB pada  AoC. Sejak  tanggal 1 Januari 
2013 Dubes Nassir Abdulaziz Al-Nasser (Qatar) ditunjuk menggantikan Jorge 
Sampaio. 

THE 6TH GLOBAL FORUM

aliansi peradaban

“UNITY IN DIVERSITY”
BALI, 29 – 30 AGUSTUS 2014
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PENGELOLAAN MUSEUM KAA 
TERBAIK DI KOTA BANDUNG

untuk melayani kunjungan wisata-
wan di dalam Kota Bandung, ter-
masuk kunjungan antar museum.

Menutup tahun 2013, cukup 
banyak kegiatan yang dilakukan 
oleh Museum KAA, diantaranya 
menerima kunjungan Duta Besar 
Finlandia untuk Indonesia, Kai 
Sauer, pada tanggal 18 Desember 
2013

Selama hampir dua jam, Duta 
Besar Kai Sauer menikmati setiap 
detil kronologis sejarah lahirnya 
Solidaritas Rakyat Asia Afrika di 
KAA 1955. Menurutnya kunjungan 
ini sangat berkesan dan menjadi 
sebuah pengalaman yang mence-
rahkan dan membantunya untuk 
memahami sejarah Indonesia ser-
ta peranan Indonesia di dunia. 

Selain itu, Museum KAA juga 
menggelar sebuah event bertajuk 
A Tribute to Mandela: Catatan Seo-
rang Pejuang Kemanusiaan untuk 
mengenang tokoh asal Afrika Se-
latan, Nelson Mandela. Acara yang 
diselenggarakan pada tanggal 27-
31 Desember 2013 ini menampil-
kan serangkaian kegiatan edukasi 
publik, di antaranya Pameran Foto 
Mandela, Pemutaran dan Diskusi 
Film “Invictus”, dan Wisata Mu-
seum di Malam Hari (Night at the 
Museum). 

Khusus untuk Night at the Mu-
seum, Museum KAA menyeleng-
garakan sebanyak tiga kali dalam 
setahun, di antaranya pada Hari 

Museum Internasional (Mei), Hari 
Jadi Kota Bandung (September), 
dan Malam Tahun Baru (Desem-
ber). Selain itu, Museum KAA juga 
menyajikan alunan musik dan ane-
ka penganan tradisional di Selasar 
Timur Museum KAA. Semua acara 
ini terbuka untuk umum dan tidak 
dipungut biaya.

Dan pada tahun 2014 ini, pe-
layanan publik Museum KAA me-
masuki babak baru, karena telah 
bersinergi penuh dengan Pengelo-
la Gedung Merdeka. Museum KAA 
dan Gedung Merdeka sepakat un-
tuk mengoptimalkan kerja sama di 
bidang pelayanan publik.

“Animo masyarakat berkun-
jung ke Museum KAA sudah sema-

kin tinggi sedangkan fasilitas dan 
SDM kami sudah tidak sebanding 
dengan itu. Maka, sinergi kami 
dengan Pengelola Gedung Mer-
deka sangat menentukan,” jelas 
Kepala Museum KAA Thomas A. 
Siregar.

Sementara itu, Kepala Penge-
lola Gedung Merdeka, Lilis Suryani 
mengatakan  bahwa pihaknya me-
nyambut baik gagasan Museum 
KAA guna mewujudkan sinergi 
antar kedua lembaga. “Ini adalah 
kepentingan nasional. Sudah tiba 
saatnya Kemlu dan Pemprov Jawa 
Barat bahu membahu melestarikan 
situs Gedung Merdeka,” tutur Lilis 
Suryani.[]

Wali Kota 
Bandung, M. 
Ridwan Kamil 
memuji peng-
elolaan Muse-

um KAA sebagai Museum terbaik 
di Kota Bandung dalam bidang 
pelayanan publik yang berbasis 
pada konsep keterlibatan publik 
(participatory public). Hal ini disam-
paikan dalam acara silaturahmi 
Walikota Bandung bersama para 
pengusaha hiburan dan rekreasi 
se-Kota Bandung di Pendopo Kota 
Bandung pada tanggal 18 Desem-
ber 2013. Acara silaturahmi ini 
dilaksanakan secara berkala dan 
merupakan bagian dari pembi-
naan dan sosialisasi program pe-
merintah Kota Bandung. 

“Banyaknya jejaring komunitas 
yang terlibat di Museum KAA ber-
dampak sangat baik pada kualitas 
pelayanan publik,” jelas M.Ridwan 
Kamil. Lebih lanjut, Wali Kota 
Bandung menyatakan mendukung 
salah satu misi Museum KAA untuk 
mempromosikan kota Bandung 
sebagai Ibukota Asia Afrika.

M. Ridwan Kamil melihat bah-
wa Bandung memiliki potensi be-
sar wisata sejarah bagi museum-
museum di Kota Bandung, dan 
wilayah di sekitar Museum KAA 
termasuk dalam kelompok zonasi 
wisata sejarah tersebut. Saat ini 
Pemkot   Bandung sedang mem-
persiapkan sejumlah bis pariwisata 
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bau para relawan Sahabat Museum 
Konperensi Asia Afrika (SMKAA) 
agar cerdas dalam memetik hik-
mah di balik setiap peristiwa seja-
rah. Ridwan meng-ingatkan, se-
jarah adalah cermin suatu bangsa 
dan esensinya sebagai pijakan 
untuk melangkah ke masa depan, 
bukan untuk dihafalkan. 

“Saya datang ke Museum KAA 
karena dua hal. Pertama, saya 
mencintai sejarah. Lalu, saya pula 
mengagumi orang-orang luar 
biasa, seperti Sukarno dan Nelson 
Mandela. Mereka adalah inspirasi 
saya,” kata Ridwan, ketika mem-
berikan sambutan pada acara A Tri-
bute to Mandela: Catatan Seorang 
Pejuang Kemanusiaan di Museum 
KAA – Gedung Merdeka, Jalan Asia 
Afrika, Selasa petang (31/12/2013).

“Semangat Mandela yang pan-
tang menyerah sepatutnya jadi 
teladan para relawan SMKAA un-
tuk bangkit dan mengembalikan 
marwah dan martabat Bandung. 
Pasalnya, Kota Bandung saat ini 
sedang terjajah oleh sikap malas 
dan perilaku tidak taat asas dalam 

kehidupan sehari-hari,” kata Rid-
wan di hadapan sekitar 100 rela-
wan SMKAA.

Menurut Ridwan, wajar saja 
jika 59 tahun lalu di Konferensi Asia 
Afrika (KAA), PM India Jawaharlal 
Nehru menisbatkan Bandung se-
bagai Ibukota Asia Afrika karena 
saat itu Bandung memang layak 
menyandang predikat Bandung 
Juara.

Menutup sambutannya, Rid-
wan mengajak para relawan Saha-
bat Museum KAA untuk kembali 
menjadikan sejarah Kota Bandung 
di masa KAA 1955 sebagai refleksi 
untuk melakukan pembenahan di 
lingkungan masing-masing demi 
terwujudnya Bandung yang lebih 
baik.

Di penghujung acara, Kepala 
Museum KAA, Thomas A. Siregar, 
menyerahkan kartu Dewan Pem-
bina SMKAA kepada Ridwan Kamil 
dan H. Riyadi, SKM., MPA. serta 
secara simbolis menutup program 
edukasi publik Semester II SMKAA. 
(sppnkaa/dsa) (Sumber : Website 
SMKAA)

Wali Kota Bandung, Rid-
wan Kamil dalam sesi 
pembukaan A Tribute to 
Mandela: Catatan Seo-
rang Pejuang Kemanu-

siaan di Museum KAA, Selasa, 31/12/2013. 
(Foto: M. Reza Mansoor)

BANDUNG, MUSEUM KAA –  Wali 
Kota  Bandung Ridwan Kamil menghim-

MUsEUM KAA 
CERMIN KEMAJUAN BANGSA

Sahabat Museum KAA Fokus 
persiapan hut ke-59 kaa
Della O. Rakhmat   
Koordinator Eksekutif SMKAA

Pada tahun 2013 lalu, kegiatan di Museum KAA didukung oleh 
SMKAA (Sahabat Museum KAA) dengan 10 klub budaya dan dua 
korps relawan, yaitu Young Announcer, Cinemaker, Maghribi, Nihao, 
Heiwa, Esperanto, Sampurasun, Nahnu Arabiyuun, Guriang dan Glo-
bal Literacy serta Citizen Journalist Corps dan Public Educator Corps.

Selain itu masih ada dua klub lain di SMKAA, yaitu Klab Menggambar dan 
OpenSource. Klub OpenSource yang fokus pada teknologi informasi banyak 
membantu dalam proses rekrutmen relawan yang sudah menerapkan paperless 
administration. Sedangkan Klub Menggambar selalu aktif mendukung tata pa-
mer dan pameran temporer di Museum KAA.

Pada Semester I tahun 2014 ini, SMKAA akan lebih memfokuskan diri pada 
persiapan HUT ke-59 KAA di bulan April. Seluruh Klub Budaya SMKAA baru akan 
memulai menerima peserta baru pada Semester II 2014.

Klub Budaya SMKAA adalah produk perdana SMKAA yang diluncurkan pada 
awal tahun 2012. Awalnya SMKAA hanya memiliki enam klub namun terus ber-
kembang dan bertambah. Klub Budaya ini dirancang sebagai media internalisasi 
nilai-nilai KAA 1955, yaitu kesetaraan, kerjasama, dan hidup damai berdamping-
an. 

(Sumber : Website SMKAA)
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informasi dunia mengenai Indone-
sia”.

Hal ini ditambah lagi dengan 
kemampuan ANTARA untuk me-
nyajikan berita multibahasa untuk 
dapat disiarkan secara global.

Kerja sama ini nantinya akan 
meliputi peliputan kegiatan Ke-
menlu, pelatihan jurnalistik dan 
multimedia, penyiaran berita, 
sampai Newsroom Bersama. (Sum-
ber: Dit. Infomed)

Kementerian Luar 
Negeri  tanda ta-
ngani Nota Kese-
pahaman dengan 
LKBN ANTARA. 

Penandatangan dokumen ini dila-
kukan oleh Direktur Jenderal Infor-
masi dan Diplomasi Publik, Dubes 
A.M. Fachir dan Direktur Utama 
Perum LKBN Antara, Saiful Hadi 
serta disaksikan oleh Menteri Luar 
Negeri, di hadapan para hadirin 
Pernyataan Pers Tahunan Menteri 

Luar Negeri 2014 di Ruang Nusan-
tara, Kemlu (7/1/2014).

“Nota kesepahaman ini bertu-
juan untuk mengembangkan pe-
layanan informasi dalam rangka 
sosialisasi dan publikasi di bidang 
pemberitaan, pendidikan serta pe-
latihan jurnalistik dan multimedia”, 
jelas Dirjen A.M. Fachir.

Dengan adanya kerja sama 
yang semakin erat dengan LKBN 
ANTARA, diharapkan capaian-
capaian diplomasi Indonesia dapat 

didiseminasikan secara luas dan 
global.   

Walaupun sudah lama men-
jalin kerja sama yang erat dengan 
Kementerian Luar Negeri, namun 
momen hari ini sangat spesial. Hal 
ini dituturkan oleh Direktur Utama, 
Saiful Hadi.

Harapan serupa juga disam-
paikannya, “sebagai satu-satunya 
kantor berita yang memiliki akses 
dan kemitraan yang luas di seluruh 
dunia, kami ingin menjadi jendela 
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